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ABSTRAK 

 

Peran kepala desa Banyumas memiliki implikasi yang sangat 

tinggi dan penting terhadap keberhasilan dalam menentukan sebuah 

kebijakan terkait pembangunan di desa, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya tugas yang diperankan oleh kepala desa yang tugasnya 

berhubungan langsung dengan masyarakat supaya tercapainya 

kemajuan diberbagai bidang pembangunan secara berkelanjutan serta 

meningkatkan  taraf dan kualitas hidup bagi masyarakat desa 

Banyumas. Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 1 ayat 9 

bahwa: Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Idealnya peran kepala desa harus dipraktikkan dan dijalankan sesuai 

dengan semangat amanat dan cita-cita luhur dari Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa 

bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa, kemudian penjelasan maksud dari 

pasal 26 ayat (1) tersebut terdapat di pasal 26 ayat (2), (3), dan (4). 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran 

kepala desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa 

Banyumas dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala 

desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa 

Banyumas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

menganalisis peran kepala desa di dalam penentuan kebijakan terkait 

pembangunan desa di Desa Banyumas dan menganalisis peran kepala 

desa tersebut menurut tinjauan fiqh siyasah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu menguraikan serta 

menuturkan data yang bersumber dari data primer melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi secara objektif dan sistematis mengenai 

fakta-fakta yang didapat di lapangan dan data sekunder melakukan 

studi pustaka (Library Research) berupa Al-Qur’an, Hadist, peraturan 
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perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta 

buku dan karya-karya ilmiah lainnya. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik proposive sampling dan teknik pengolahan data 

meliputi reduksi data, pemeriksaan data, dan rekonstruksi data. 

Selanjutnya dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan 

metode kualitatif yang bersifat induktif yaitu cara berfikir dalam 

menarik kesimpulan secara umum berdasarkan fakta, realita, gejala, 

masalah yang diperoleh di lapangan. 

Peran kepala desa dalam menentukan kebijakan terkait 

pembangunan di desa Banyumas dapat disimpulkan masih belum 

sesuai dan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti, 

ketidakprofesionalan dan kurangnya pemahaman dari kepala desa 

dalam menjalankan kewajiban yang melekat terkait tugas pokok, 

fungsi, dan wewenangnya sehingga belum dapat menginterpretasikan 

dan mengimplementasikan dengan baik dan sesuai berdasarkan 

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 

ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menjadi pedoman dan parameter segala 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepala desa Banyumas untuk 

menjalankan perannya sebagai kepala desa. Kondisi inilah yang 

mendistorsi dan menyebabkan minimnya peran kepala desa dalam 

membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk pembangunan desa di 

desa Banyumas, rendahnya partisipasi dari masyarakat, serta kondisi 

patologis di dalam proses pembangunan desa. Akibatnya, kebijakan-

kebijakan dari peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas di dalam pembangunan desa, belum dilaksanakan dan 

diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga 

membangun desa kearah yang lebih baik, inklusif, kolektif-kolegial 

tanpa mengesampingkan peran atau kedudukan, dan berkelanjutan 

berujung pada minimnya kegiatan-kegiatan dan program-program 

yang berskala produktif, tepat sasaran, dan tepat guna 

kebermanfaatannya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

dan kehidupan masyarakat di desa Banyumas. Tinjauan fiqh siyasah 

khususnya fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap peran kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan desa di desa Banyumas, 
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perannya masih kurang amanah dalam mengemban tugas pokok dan 

wewenangnya yang sudah menjadi tanggung jawabnya, masih belum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga berbagai kebijakan-

kebijakannya dalam rangka membangun desa kurang menyentuh 

penghidupan dan kehidupan warga masyarakat dalam menyelesaikan 

akar permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila dibiarkan 

terus-menerus kemaslahantan publik yang dicita-citakan atau 

diharapkan oleh umat (masyarakat) desa Banyumas baik maslahah al-

daruriyah, maslahah hajiyah, dan maslahah tahsiniyah akan sulit 

tercapai dan terpenuhi dan dikhawatirkan dikemudian hari dapat 

menyebabkan banyaknya kemudharatan yang memiliki dampak kecil 

maupun besar bagi semua lapisan masyarakat. 
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MOTTO 

 

                        

    

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah 

dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati 

amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui”. 

(Q.S. Al-Anfaal: 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami 

konsep judul skripsi, maka akan diuraikan secara singkat beberapa 

kata yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Judul penelitian ini 

adalah: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa 

Dalam Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa 

(Studi di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu)”. Adapun untuk penjelasan istilah dalam penjelasan 

judul tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tinjauan adalah proses memecahkan masalah melalui 

penelitian, pemeriksaan yang ketat, kegiatan pengumpulan 

data, pemerosesan data, analisis, dan temuan yang disajikan 

secara objektif.
1
 

2. Fiqh Siyasah atau ilmu Hukum Tata Negara Islam adalah 

proses dimana pihak yang berwenang membuat hukum, 

peraturan, dan kebijakan yang konsisten atau menekankan 

nilai-nilai ajaran Islam. Dalam rangka mencapai kemaslahatan 

bagi manusia dan mencegah berbagai kerusakan yang 

mungkin terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara, Islam membahas kompleksitas pengaturan 

kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada 

khususnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

umat.
2
 

3. Peran Kepala Desa adalah peran kepala pemerintahan desa 

dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

berpartisipasi aktif dalam menjalankan tugasnya menurut 

                                                             
1Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590. 
2Muhammad  Iqbal,  Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,  

(Jakarta: Prenada Mendia Group, 2014), 3-4. 
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pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa bahwa Kepala Desa bertugas untuk 

menyelenggarkan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.
3
 

4. Kebijakan adalah rangkaian perbuatan/perilaku yang 

diusulkan oleh individu, kelompok atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana memiliki hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan (kesempatan-

kesempatan) dimana kebijakan tersebut diajukan supaya 

berguna untuk mengatasi dan mencapai tujuan yang 

dimaksud.
4
 

5. Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang 

diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan 

masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban 

masyarakat desa.
5
 

Berdasarkan beberapa istilah dari uraian di atas, 

pengertian judul penelitian ini secara menyeluruh adalah 

“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam 

Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi Di Desa 

Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu)”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Berubahnya paradigma dunia yang mendudukkan desa 

sebagai bagian penting globalisasi, turut mendorong Indonesia 

untuk segera mengubah sudut pandangnya akan desa.
6
 Pemerintah 

memberikan prioritas dan perhatian yang tinggi terhadap 

pembangunan desa dalam rangka mencapai berbagai tujuan 

                                                             
3Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pasal 26 ayat (1) 
4Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008), 7. 
5Selomi Johan, “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik 

Di Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau”, eJournal Ilmu 

Pemerintahan, 3, no. 2 (2015): 878, https://ejounal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1319. 
6Etih Henriyani, “Program Inovasi Desa; Antara Peluang Dan Tantangan”, 

Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5, no. 4 (2018): 6, 

https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1750. 
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pembangunan naional. Pelaksanaan program pembangunan desa 

merupakan upaya untuk membawa perubahan sosial dengan 

tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini 

bertujuan untuk meningkatkan semua aspek kehidupan 

masyarakat. Sejalan dengan gagasan Banga pembangunan desa 

adalah “mengutamakan perubahan dan perkembangan disemua 

aspek kehidupan masyarakat, baik yang sifatnya fisik maupun non 

fisik menuju pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial 

merupakan prinsip dasar pembangunan desa”.
7
 Pembangunan desa 

seyogyanya mempunyai sasaran yang tepat, beberapa target yang 

dapat dikembangkan atau dicapai dalam suatu pembangunan desa 

sering dijumpai beberapa permasalahan yang perlu mendapat 

perhatian dan segera diantisipasi, antara lain: (1) Terbatasnya 

ketersediaan sumber daya manusia yang baik dan profesional; (2) 

Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang 

memadai, baik dari dalam maupun dari luar desa; (3) Belum ada 

lembaga sosial-ekonomi yang mapan yang dapat bertindak secara 

efektif; (4) Belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas 

dan tegas; dan (5) Kurangnya kreativitas dan partisipasi 

masyarakat yang lebih responsif dan logis. Pembangunan desa 

harus memiliki sasaran yang tepat agar sumber daya yang terbatas 

dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pembangunan desa 

harus difokuskan secara sungguh-sungguh dalam memanfaatkan 

sumber daya yang terbatas, beberapa tujuan yang dapat 

dikembangkan dan dieksplorasi dalam pembangunan desa: (1) 

Pembangunan ekonomi kerakyatan; (2) Pengembangan sumber 

daya manusia yang profesional; (3) Pengembangan infrastruktur 

di desa; (4) Strategis pencapaian pembangunan desa; (5) 

Manajemen pembangunan desa.
8
 

Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu, didasarkan 

pada kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia tinggal di 

desa. Inisiasi secara sistematif rangkaian Pembangunan Nasional 

                                                             
7Ibid. 
8Sarpin, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Suatu Studi Di  Desa 

Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)”, Jurnal Ilmiah Administrasi 

Negara, 1, no. 1 (2017): 5-6, http://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/jian/article/view/52. 
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mencakup pembangunan pedesaan. Dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang 

dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai 

tujuan bernegara.
9
 Sejak negara menjadikan pembangunan desa 

sebagai prioritas utama, selama orde baru masyarakat desa di 

Indonesia telah lama terbiasa dengan penerapan perencanaan dari 

atas ke bawah (top down planning). Meskipun perencanaan dari 

bawah ke atas (Buttom up Planning) seperti Rakorbangnas dan 

Musbangdes (Musyawarah pembangunan desa) telah dikenal 

sejak 1982. Namun, pilihan-pilihan mengenai strategi program-

program pembangunan desa selalu terpusat dan identik sama 

untuk seluruh wilayah. Dalam  bahasa India kata “Swadesi”  

bermakna desa yang berarti tempat, tempat tinggal, dan negara 

asal, atau wilayah leluhur,  yang merujuk pada sekelompok orang 

yang tinggal bersama disuatu wilayah dengan batas-batas yang 

jelas.
10

 Otto Soemarwoto berpendapat bahwa desa sebagai sebuah 

ekosistem pada dasarnya terdiri dari tiga subsistem yaitu: tempat 

tinggal atau pemukiman (village), lahan pertanian (farmfield), dan 

hutan (forest). Ekologi desa yang khas terdiri dari tiga subsistem 

tersebut, yang dihubungkan melalui pergerakan material, energi, 

dan informasi kemudian membentuk ekosistem desa yang 

teratur.
11

 Selain itu, desa terdiri dari beberpa komponen yang 

membentuk desa sebagai satu kesatuan administrasi negara, 

diantaranya yaitu wilayah desa, masyarakat desa, dan pemerintah 

desa.
12

 Desa adalah tingkat pemerintahan dengan otoritas 

terendah. Desa diberi wewenang untuk mengurus kepentingan 

warga setempat. Perangkat desa termasuk Sekretaris, kepala 

dusun, kepala urusan membantu kepala desa dalam 

menyelenggarakan pemerintahan desa yang berkaitan dengan 

                                                             
9Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan 

Nasional, Pasal 1 ayat (2). 
10Zuhraini, Hukum Pemerintahan Desa, (Bandar Lampung: CV anugrah 

utama raharja, 2017), 3. 
11Sidik Permana, Antropologi Perdesaan Dan Pembangunan Berkelanjutan, 

(Yogyakarta: Deepublish, 2016), 9. 
12Taliziduhu Ndraha, Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, (Jakarta: Bumi 

Aksara, cet. Ke-3, 1991), 20. 
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pelaksanaan administrasinya. Pemerintah desa terdiri dari kepala 

desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13

 Sebagaimana dijelaskan 

di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah 

Desa pasal 12 yang berbunyi “Dalam menjalankan tugasnya 

kepala desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan 

bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan”.
14

 

Kepemimpinan yang diemban oleh kepala desa merupakan suatu 

amanah dan tanggung jawab bukan hanya di dunia saja namun 

juga di akhirat, tugas pemimpin diantaranya Allah SWT 

isyaratkan di dalam Al-Qur’an surah Shaad ayat 26 Allah SWT 

berfirman: 

                          

                           

                   

“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu 

khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan 

(perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu 

mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari 

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan 

Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan 

hari perhitungan”. (Q.S. Shaad: 26). 

 

 

 

 

                                                             
13Sarman dan Mohammad Tuafik Makarao, Hukum Pemerintahan daerah di 

Indonesia, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2011), 24. 
14Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa pasal 12. 
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Di dalam ayat yang lain juga dijelaskan, di surah Al-

Kahfi, ayat 28 Allah SWT berfirman: 

                          

                             

                           

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-

orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan 

mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu 

berpaling dari mereka (karena) mengharapkan perhiasan dunia 

ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah 

Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa 

nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas”. (Q.S. Al-

Kahfi: 28). 

 

Dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, desa 

merupakan tingkat pemerintahan terendah dan dikepalai oleh 

kepala desa. Oleh karena itu, desa memiliki dampak langsung 

terhadap kehidupan masyarakat dan berperan penting dalam 

pembangunan. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan 

kerangka fundamental kehidupan bagi bangsa dan negara 

Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, ketika desa diberikan kewenangan 

seluas-luasnya untuk menjalankan dan mengelola rumah 

tangganya sendiri (otonomi desa) hal ini dibarengi dengan 

anggaran dana desa yang disalurkan setiap tahun ke desa oleh 

pemerintah  pusat dengan tujuan untuk mendorong pembangunan 

desa yang lebih cepat dan meningkatkan kesejahteraan serta 

pelayanan bagi masyarakat desa. Mengingat konsep rekognisi dan 

subsidiaritas yang mengacu pada penerimaan hak asal-usul dan 

pembentukan kewenangan berskala lokal serta pengambilan 

keputusan untuk kepentingan masyarakat desa merupakan prinsip 

utama yang mendasari pembentukan Undang-Undang Desa. 
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Karena, kearifan lokal merupakan komponen dari hak asal-usul, 

maka desa harus benar-benar memiliki kewenangan untuk 

menjalankannya. Di bawah Undang-Undang Desa, desa diberi 

kendali penuh atas pembangunan di desadan sekarang desa 

dipandang sebagai suatu subjek pembangunan dan bukan hanya 

sebagai lokasi dan objek dari pembangunan. Tugas peran kepala 

desa merupakan aspek yang sangat penting dan krusial dalam 

melakukan hal tersebut, karena proses peningkatan tingkat 

kesejahteraan masyarakat di desa merupakan tujuan akhir dari 

peningkatan dan tercapainya pembangunan di desa, dalam hal ini 

tidak terkecuali dalam menggunakan sumber daya pendukung 

seperti kualitas sumber daya manusia dan sumber daya pendukung 

lainnya. Kepala desa saat ini sangat menentukan kesejahteraan 

bagi warga masyarakat di desa yang dipimpinnya, berbeda dengan 

keadaan dan kondisi desa sebelum Undang-Undang Desa 

disahkan, desa hanya memiliki sedikit kemampuan untuk 

mengurus dirinya sendiri dan posisinya berada di ujung dari 

kebijakan pembangunan. Sedikitnya porsi yang bisa dikelola oleh 

desa membuat peran kepala desa tidak memiliki cukup ruang 

untuk merancang dalam pembangunan di desa, hasilnya kepala 

desa hanya terfokus dengan persoalan administrasi dan 

mengerjakan berbagai arahan atau instruksi dari struktur di 

atasnya saja. Kepala desa Banyumas memainkan peranan yang 

sangat penting dalam menentukan sebuah kebijakan terkait 

pembangunan di desa demi tercapainya kemajuan diberbagai 

bidang pembangunan secara berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas dan taraf hidup bagi masyarakat desa Banyumas. Selaras 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

Tentang Pedoman Pembangunan Desa, sangat gamblang 

dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 bahwa: Pembangunan desa adalah 

upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Idealnya peran kepala 

desa harus dipraktikkan dan dijalankan sesuai dengan semangat 

amanat dan cita-cita luhur dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, dimana peran seorang kepala desa menurut 

Undang-Undang Desa pasal 26 ayat (1) yaitu kepala desa bertugas 
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menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa.
15

 Dimana kelanjutan dari 

penjelasan dan penjabaran maksud dari pasal 26 ayat (1) tersebut 

terdapat di pasal 26 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

Peran kepala desa memiliki implikasi yang sangat tinggi 

terhadap keberhasilan pembangunan desa, hal ini dapat dilihat dari 

banyaknya tugas yang diperankan oleh kepala desa yang tugasnya 

berhubungan langsung dengan masyarakat.
16

 Dilansir dari laman 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan 

Transmigrasi Republik Indonesia, Abdul Halim Iskandar (Mendes 

PDTT) dalam diskusi dan temu akrab dengan Asosiasi Kepala 

Desa (AKD) Jawa Timur mengatakan, “Peran kepala desa sangat 

strategis bagi pembangunan desa. Selain itu dana oprasional bisa 

menunjang kepala desa membuat kebijakan yang baik dan 

tentunya masyarakat desa yang merasakan”.
17

 Dalam penjelasan 

selanjutnya dikutip dari laman Kompas.com, Menteri Desa PDTT 

mengatakan, “Pembangunan desa harus sesuai dengan kebutuhan 

warga dan bukan kepentingan elite semata, dulu penggunaan dana 

desa itu berbasis pada keinginan elite dan kalangan tertentu bukan 

berdasarkan kebutuhan sehingga kurang tepat sasaran.”
18

 Desa 

Banyumas menurut Index Desa Membangun (IDM) statusnya 

dikategorikan sebagai desa maju, indikator-indikator desa maju ini 

memiliki tiga indeks utama yang meliputi, ketahanan sosial, 

ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi. 

                                                             
15Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1). 
16Ida Syafriyani, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan (Studi Akselerasi 

Percepatan Pembangunan Desa)”, Publik Corner, 11, no. 2 (2016): 9, 
https://doi.org/10.24929/fisip.v10i2.286. 

17Perihal Dana Operasional Dan Masa Jabatan Kades, Berikut Penjelasan Gus 

Halim diakses di https://kemendesa.go.id/berita/view/detail/4349/perihal-dana-

operasional-dan-masa-jabatan-kades-berikut-penjelasan-gus-halim, pada 17 Agustus 
2022 pukul 23.15 WIB 

18Menteri Desa PDTT: Pembangunan di Desa Harus Sesuai Kebutuhan 

Warga, Bukan Elite diakses di 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2021/11/18/19534171/menteri-desa-pdtt-
pembangunan-di-desa-harus-sesuai-kebutuhan-warga-bukan, pada 22 November 2021 

pukul 22.45 WIB 
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Berdasarkan pengamatan awalan peneliti, menunjukkan bahwa 

peran kepala desa Banyumas belum terlihat maksimal dan sesuai 

dalam membuat kebijakan yang efektif dan tepat sasaran untuk 

meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta kepala desa 

dituntut mendorong masyarakat secara komprehensif untuk aktif 

terlibat secara langsung dalam ruang-ruang proses jalannya 

pembangunan di desa. Berdasarkan data SDGs Kementerian Desa 

PDTT perempuan minim terlibat dan berpartisipasi dalam proses 

pembangunan desa di desa Banyumas, hal ini diperlukan juga 

peran kepala desa sekaligus kebijakannya untuk meningkatkan 

semua partisipasi dari masyarakat. Dan ini diperkuat dengan 

pernyataan bahwa kurang berjalan dengan baik proses penerapan 

prinsip-prinsip demokrasi dalam musyawarah rencana 

pembangunan di desa Banyumas dan belum memenuhi prinsip-

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan ketaatan akan 

hukum.
19

 Kebijakan pembangunan lebih terfokus ke 

pembangunan fisik yang sifatnya sektoral, temporer, dan memiliki 

implikasi secara parsial. Selanjutnya tidak ada konsep atau model 

kebijakan yang dilakukan oleh kepala desa untuk mengentaskan 

kemiskinan dan mengangkat perekonomian, dan belum 

memanfaatkan sumber daya yang ada di desa secara optimal. Di 

desa menunjukkan bahwa sejumlah kepala desa cenderung 

menerapkan tipe kepemimpinan konservatif-involutif dan regresif-

feodal yang jauh dari kebutuhan dan kehendak masyarakat. Hal 

ini terbaca dari sejumlah sejumlah rencana pembangunan dan 

keputusan desa cenderung mendasarkan diri pada kuasa, norma, 

dan petunjuk atasan. Akibatnya kewenangan yang dimiliki desa 

tidak dapat terealisasikan secara baik guna menjawab tantangan, 

kebutuhan dan problem masyarakat desa.
20

 Di dalam proses 

pembangunan di desa Banyumas, kepala desa lebih terfokus 

                                                             
19Aditia Arif, “Penerapan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Musyawarah 

Rencana Pembangunan (Studi Kasus di Desa Banyumas, Kecamatan Banyumas, 

Kabupaten Pringsewu)”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2015), 83-84. 
20Frans Bapa, Apolonaris Gai, “Studi tentang Kepemimpinan Kepala Desa 

dalam melaksanakan kewenangan Desa menuju Kemandirian Desa di Kecamatan 
Witihama Kabupaten Flores Timur”, Warta Governare: Jurnal Pemerintahan, 2, no. 

1, (2020): 91, https://journal.unwira.ac.id/index.php/wg/article/view/534. 
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kepada kegiatan pembangunan yang bersifat fisik dan belum 

menyentuh pembangunan yang bersifat untuk kemajuan dan 

mensejahterakan masyarakat desa seperti, mengentaskan 

kemiskinan, meningkatkan taraf perekonomian, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa 

secara optimal, akibatnya terdapat ratusan kepala keluarga yang 

masih diambang batas keluarga prasejahtera, proses pembangunan 

desa yang belum merata, dan  pasifnya partisipatif dari warga 

masyarakat di desa Banyumas. Dengan jumlah penduduk yang 

relatif padat serta letak desa yang mudah diakses strategis yang 

berada di pusat kecamatan dan termasuk salah satu desa maju 

sudah seharusnya Desa Banyumas Kecamatan Banyumas 

Kabupaten Pringsewu mampu untuk meningkatkan kualitas 

pembangunan diberbagai bidang kehidupan secara luas efektif, 

efisien dan tepat sasaran tanpa mengabaikan nilai-nilai equaty dan 

equality dari pembangunan yang hendak dicapai dan menjadi role 

model atau contoh untuk desa-desa lainnya yang berada dan 

menampilkan wajahnya sebagai desa yang inklusif kolektif-

kolegial untuk semua pihak dan golongan di wilayah Kecamatan 

Banyumas. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dijelaskan di 

atas, maka dari itu diharapkan kepala desa Banyumas yang 

mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis mengenai 

penentuan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, 

kedepannya harus mempunyai pemikiran-pemikiran yang 

visioner,  taktis, dan progresif serta menjadi inisiator dan memiliki 

konsep atau impresi yang kreatif dan inovatif dan mampu 

menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam rangka untuk 

meningkatkan pembangunan infrastruktur sosial di desa secara 

holistik di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi dorongan untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul tentang “Tinjauan Fiqh 

Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan 

Terkait Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan 

Banyumas)”. 
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C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di 

atas, maka penulis memfokuskan penelitian ini dan membatasi 

diri hanya berkaitan dengan “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Peran Kepala Desa dalam Penentuan Kebijakan Terkait 

Pembangunan Desa (Studi di Desa Banyumas Kecamatan 

Banyumas Kabupten Pringsewu)”. Untuk memperjelas yang 

menjadi fokus penelitian ini yaitu peran dari kepala desa 

dalam menentukan kebijakan pembangunan-pembangunan 

yang ada di Desa Banyumas melihat pengaruh dari peran 

kepala desa sangatlah besar dalam membawa kemajuan dalam 

pembangunan desa kedepannya. 

2. Sub-fokus Penelitian 

Supaya penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan 

mendalam maka penulis memandang perlu adanya sub-fokus 

di dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis menentukan 

sub-fokus dari penelitian “Peran Kepala Desa dalam 

Penentuan Kebijakan Terkait Pembangunan Desa (Studi di 

Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu)” ini yaitu peran kepala desa sebagai perencana 

pembangunan, peran kepala desa sebagai pelaksana 

pembangunan, dan peran kepala desa sebagai pengawas 

pembangunan. Peran kepala desa selama ini terkesan hanya 

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam 

menentukan kebijakan masih belum tepat sasaran, 

mengakomodir, dan menyinggung ke kehidupan dan 

penghidupan warga masyarakat secara keseluruhan dengan 

memanfaatkan potensi desa yang ada dikarenakan belum 

maksimalnya peran dari kepala desa sehingga pembangunan 

di desa masih belum tertata dan merata disemua aspek 

kehidupan warga masyarakat. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian atau pemaparan latar belakang 

masalah di atas, maka dikemukakan rumusan masalah yang 

hendak dipecahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala desa dalam penentuan kebijakan 

terkait pembangunan di Desa Banyumas, Kecamatan 

Banyumas, Kabupaten Pringsewu? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa 

dalam penentun kebijakan terkait pembangunan di Desa 

Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis: 

1. Peran kepala desa didalam penentuan kebijakan di Desa 

Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. 

2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan di Desa Banyumas, 

Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini secara praktis maupun 

teoritis yaitu: 

1. Manfaat Praktis 

a. Memberikan dorongan semangat kepada kepala desa 

selanjutnya dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya yang sudah menjadi tanggungjawabnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku untuk menjadi lebih baik 

lagi, sehingga perannya sebagai kepala desa dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan terkait pembangunan di 

desa dapat berjalan dan tercapai secara optimal. 
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b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi 

penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

didapatkan dalam berbagai prosesi kegiatan perkuliahan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Melengkapi khasanah ilmu pengetahuan akademik dan 

juga memberikan kontribusi sumbangan pemikiran secara 

teori bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi jurusan 

siyasah. 

b. Dapat menambah wawasan serta dijadikan acuan 

berhubungan dengan ilmu yang dipelajari di Fakultas 

Syariah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dukungan temuan penelitian terdahulu menjadi penting 

dalam sebuah penelitian supaya dapat digunakan sebagai panduan 

untuk menyempurnakan bahan kajian dalam penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Tinjauan pustaka ini merangkum 

beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat peran kepala desa 

sebagai topik kajian utama, diantaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi Rahma Wati yang berjudul “Peran Kepala Desa 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa (Desa Sukorejo 

Kecamatan Serayun Tengah Kabupaten Serayun Provinsi 

Kalimantan Tengah)”, Program Studi Ilmu Pemerintahan 

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” 

Yogyakarta. Fokus di dalam penelitian ini yaitu, proses atau 

cara melaksanakan rancangan pembangunan desa. Hasil 

dalam penelitian  ini, peran kepala desa sudah dilaksanakan 

dengan baik. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah 

membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala 

desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa 

yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau 

dengan sudut pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah 

tanfidziyyah. 
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2. Skripsi Lisa Oktavia yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah 

Dan Undang-Undang Desa Terhadap Peran Kepala Desa 

Dalam Pelaksanaan Pembangunan (Studi di Desa Penggawa 

V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). 

Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) 

Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu peran kepala 

desa dalam proses merancang di dalam pelaksanaan 

pembangunan desa yang ditinjau dengan fiqh siyasah dan 

undang-undang desa. Hasil dalam penelitian  ini, peran kepala 

dalam pelaksanaan pembangunan secara umum kurang 

optimal dan kurang amanah terhadap tugasnya. Sedangkan 

dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian 

tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, 

peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut 

pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah tanfidziyyah. 

3. Skripsi Mela yang berjudul “Sistem Perencanaan, 

Pelaksanaan, Dan Pengawasan Pembangunan Desa 

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa (Studi Desa Sungai Lanang Kecamatan Rawas Ulu 

Kabupaten Musi Rawas Utara)” Program Studi Hukum Tata 

Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu. Fokus di dalam penelitian ini yaitu rangkaian 

sistem atau proses dalam pembangunan desa yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berdasarkan 

Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hasil 

dalam penelitian  ini sistem perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pembangunan desa disimpulkan belum berjalan 

dengan baik, belum sesuai dan tidak jelas. Sedangkan dalam 

penelitian ini fokusnya adalah membahas membahas 

rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, 

peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan 
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pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut 

pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah tanfidziyyah. 

4. Skripsi Diajeng Sakhara Purnama yang berjudul “Tinjauan 

Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Dalam Merencanakan Pembangunan Desa (Studi di Desa 

Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung 

Selatan)”. Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah 

Syar‟iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu proses 

atau alur langkah-langkah teknis dalam pengambilan 

keputusan dalam pembangunan desa yang ditinjau dari sudut 

pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah dusturiyah. Hasil 

dalam penelitian  ini, mekanisme pengambilan keputusan 

dalam merencanakan pembangunan sudah sesuai. Sedangkan 

dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas membahas 

rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, 

peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut 

pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah tanfidziyyah. 

5. Skripsi Irgandis Noventa yang berjudul “Tugas Pokok Dan 

Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan 

Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa 

Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). 

Program studi hukum tatanegara (Siyasah Syar‟iyyah) 

Fakultas Syariah Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. Fokus di dalam penelitian ini yaitu 

membahas kepemimpinan dari peran kepala desa dalam 

pengembangan dan pemberdayaan komunitas masyarakat 

desa. Hasil dalam penelitian  ini, kepala desa dalam 

memberdayakan masyarakat desa sudah sesuai dan ada yang 

belum sesuai. Sedangkan dalam penelitian ini fokusnya adalah 

membahas rangkaian tindakan atau perilaku peran dari kepala 

desa dalam penentuan kebijakan terkait pembangunan desa 

yang meliputi, peran kepala desa sebagai perencana, 

pelaksana, dan pengawas pembangunan desa dan ditinjau 
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dengan sudut pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah 

tanfidziyyah. 

6. Jurnal Deibby K. A Pangkey “Peran Kepala Desa Dalam 

Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan 

Mandolang Kabupaten Minahasa”. Fokus penelitian dijurnal 

ini yaitu peran sebagai suatu kebijakan, peran sebagai suatu 

strategi, dan peran sebagai suatu komunikasi. Sedangkan 

dalam penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian 

tindakan atau perilaku peran dari kepala desa dalam 

penentuan kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, 

peran kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan 

pengawas pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut 

pandang fiqh siyasah terutama fiqh siyasah tanfidziyyah. 

7. Jurnal Suwanti “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan 

Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal 

Kabupaten Kutai Timur”. Fokus penelitian dijurnal ini yaitu 

peran kepala desa sebagai motivator, fasilitator, dan 

dinamisator dalam pembangunan sarana desa, pemenuhan 

sarana-prasana infrastruktur fisik di Desa Ngayau Kecamatan 

Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan dalam 

penelitian ini fokusnya adalah membahas rangkaian tindakan 

atau perilaku peran dari kepala desa dalam penentuan 

kebijakan terkait pembangunan desa yang meliputi, peran 

kepala desa sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas 

pembangunan desa dan ditinjau dengan sudut pandang fiqh 

siyasah terutama fiqh siyasah tanfidziyyah. 

 

H. Metode Penelitian 

Sebuah pendekatan penelitian diperlukan untuk mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang telah dikemukakan, metode merupakan 

komponen penting dalam penelitian. Sebab dengan adanya 

metode penelitian akan membantu dan memperlancar proses 

penelitian. Metodelogi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitin yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian 

lapangan dilakukan untuk kancah kehidupan yang 

sebenarnya. Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti 

serta interaksinya dengan lingkungannya.
21

 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif 

analisis, yaitu mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situas-situasi, termasuk tentang 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta proses-proses yang sedang 

berlangsung.
22

 Sedangkan dalam pengertian lain 

dijelaskan bahwa deskriptif analisis yaitu suatu metode 

penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, 

dijelaskan, dan diinpresentasikan kemudian 

disimpulkan.
23

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian 

ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber 

datanya.
24

 Sumber data primer yang diperoleh secara 

                                                             
21Susiadi, Metode Penelitian, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 10. 
22Ibid., 16. 
23Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan 

Ke 3, 2011), 105. 
24Sandu Siyoto, dan M Ali Sodik, DASAR METODOLOGI PENELITIAN, 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67-68. 
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langsung dari responden atau objek yang diteliti melalui 

interview, observasi, dan dokumentasi resmi yang 

kemudian diolah oleh peneliti yang diperoleh dari 

lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian 

dilakukan di Desa Banyumas Kecamatan Banyumas 

Kabupaten Pringsewu. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada 

(peneliti sebagai tangan kedua).
25

 Data sekunder 

merupakan data pendukung atau pelengkap dari sumber 

data primer. Pengumpulan data sekunder dilakukan 

dengan cara mengadakan studi pustaka (library research) 

dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian yang 

akan dilakukan, diantaranya adalah Al-qur’an, Hadist, 

buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang mendukung 

dalam permasalahan yang akan dibahas atau ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

3. Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.
26

 

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada 

penelitian ini yaitu: observasi, interview, dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi menurut Nawawi, metode observasi 

adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Senada dengan itu, Asyari menyatakan pula bahwa 

observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan 

pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau 

beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan 

                                                             
25Ibid., 68. 
26Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 

100. 
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maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah yang dihadapi.
27

 Metode observasi ini 

digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan lokasi penelitian. 

Dalam hal ini, peneliti mengunjungi lokasi penelitian 

yaitu Desa Banyumas Kecamatan Banyumas Kabupaten 

Pringsewu untuk mengamati langsung berbagai hal atau 

kondisi yang ada di Desa Banyumas. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara 

(interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses 

interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber 

informasi atau orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung.
28

 Dalam pengertian lain, Esterberg 

mendefinisikan wawancara (interview) adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.
29

 Responden yang akan 

di wawancarai adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, 

Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta pihak-pihak yang 

terkait di Desa Banyumas. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar-

gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.
30

 

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-

                                                             
27Samsu, METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development), (Jambi: PUSAKA 

(Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan), 2017), 97-98. 
28A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian 

Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017 cetakan ke-4), 372. 
29Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2013 cetakan ke-19), 231. 
30Ismail Suardi Wekke, dkk, METODE PENELITIAN SOSIAL, (Yogyakarta: 

Gawe Buku (grup Penerbit CV. Adi Karya Mandiri), 2019 cetakan pertama), 87. 
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hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 

agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode 

lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti 

apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum 

berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tetapi benda mati.
31

 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.
32

 

Populasi merupakan kumpulan unit yang akan diteliti ciri-

ciri (karakteristiknya), dan apabila populasinya terlalu 

luas, maka peneliti harus mengambil sampel (bagian dari 

populasi) itu untuk diteliti. Dengan demikian berarti 

populasi adalah keseluruhan sasaran yang seharusnya 

diteliti, dan pada populasi itulah nanti hasil penelitian 

akan diberlakukan.
33

 Jumlah populasi di Desa Banyumas 

yaitu 3217 jiwa. 

b. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.
34

 Sampel merupakan bagian dari populasi yang 

diambil berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya menurut prosedur tertentu, untuk dijadikan 

sampel yang representatif baik dari segi jumlah maupun 

karakteristik.
35

 Dalam pengertian lain, sampel adalah 

bagian anggota populasi yang telah dipilih dengan metode 

pengambilan sampel.
36

 Penelitian ini hanya akan 

                                                             
31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: 

PT. Rineka Cipta, 2014 cetakan ke-15), 274. 
32Ibid., 173. 
33Ma’ruf Abdullah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Aswaja 

Pressindo, 2015 cetakan pertama), 226. 
34Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 174. 
35Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, DASAR METODOLOGI PENELITIAN, 64. 
36Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. 

Pustaka Ilmu, 2020 cetakan pertama), 362. 
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menggunakan sampel dari populasi yang akan digunakan 

sebagai sumber data, sampel dipilih dengan menggunkan 

teknik non random sampling yang berarti tidak semua 

anggota populasi memiliki kesempatan untuk dipilih 

sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metodologi 

proposive sampling untuk teknik yang digunakan dalam 

sampel yaitu merupakan metode pemilihan partisipan 

berdasarkan tujuan tertentu dan bukan berdasarkan 

stratifikasi, acak, atau pertimbangan wilayah.
37

  Sampel 

bagi metode kualitatif sifatnya purposive artinya sesuai 

dengan maksud dan tujuan tertentu, sampel metode 

kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau 

keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, 

kredibelitas dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh 

informan atau partisipan.
38

 Sampel penelitian ini antara 

lain: Kepala Desa 1 orang, Ketua BPD 1 orang, Perangkat 

Desa 7 orang, dan Tokoh Masyarakat 1 orang, dan Tokoh 

Agama 1 orang, jadi total sampel adalah 11 orang. 

5. Pengolahan Data 

Menimbang, menyortir, mengatur, dan 

mengklasifikasikan adalah bagian dari pengelolaan data. 

Menimbang dan menyaring data merupakan proses memilih 

data secara hati-hati yang relevan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasi ialah 

menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.
39

 

Data-data yang sudah terkumpul diolah dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction), adalah menunjukkan 

proses bagaimana menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksikan, serta 

                                                             
37Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 183. 
38J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan 

Keunggulannya, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 115. 
39Juliansyah Noor, Metode penelitian, ( Jakarta: Kencana, 2011), 141. 
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mentransformasikan data mentah yang muncul dalam 

penulisan catatan lapangan.
40

 

b. Pemeriksaan Data (Editing), adalah pengoreksi apakah 

data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan 

sesuai atau relevan dengan masalah.
41

 

c. Rekonstruksi Data (Recontructing), adalah menyusun 

ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian ditarik 

kesimpulan sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.
42

 

6. Analisis Data 

Untuk memperoleh hasil yang benar dalam 

menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode analisa 

kualitatif. Analisa data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

mudah dipahami atau mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan 

atau dinformasikan kepada orang lain.
43

 Analisis data 

kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan 

menjadi hipotesis.
44

 Dalam pengertian lain, metode kualitatif 

bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah 

yang diperoleh melalui suatu observasi khusus kemudian 

peneliti membangun pola umum, induktif berarti  bertitik 

tolak dari yang khusus ke yang umum.
45

 

                                                             
40Samsu, METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, 

Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development), 106. 
41Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian, (Bandung: PT. Cipta 

Aditya Bakti, 2004), 126. 
42Amiruddin dan  Zainal Arifin Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107. 
43Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 161-162. 
44Hardani, dkk, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, 162. 
45J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan 

Keunggulannya, 121. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu 

menguraikan secara garis besar dalam beberapa bab yang saling 

berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya dengan 

tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan 

memperoleh gambaran tentang materi yang dibahas secara 

sistematis di dalam penelitian ini. Adapun sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini memuat dan membahas mengenai penegasan 

judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini memuat teori-teori yang relevan, terkait, dan 

mendukung serta menjadi dasar dalam penyusunan penelitian 

yang sedang diteliti. 

3. Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian 

Bab ini memuat pendeskripsian tentang objek 

penelitian serta penyajian fakta-fakta dan data-data yang 

diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. 

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini merupakan hasil analisa penelitian dan 

pembahasan tentang beberapa kajian yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. 

5. Bab V Penutup 

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi tentang 

penelitian yang sudah dilakukan sesuai dengan judul 

penelitian skripsi yang sedang diteliti. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pemimpin dalam Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah 

1. Definisi Kepemimpinan 

“Faqaha-yafqahu-fiqhan” adalah akar kata dari istilah 

“fiqh”. Maka secara etimologis fiqh adalah “paham yang 

mendalam”. Sedangkan secara terminologi fiqh adalah 

pemahaman atau pengetahuan tentang peraturan syariat yang 

bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci 

(tafsili). Kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti 

mengelola, mengatur, dan menguasai dalam hal politik, 

administrasi, dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, 

jelaslah bahwa tujuan siyasah adalah untuk 

mengkoordinsikan, mengawasi, dan menetapkan kebijakan 

politik.
46

 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa salah satu 

bagian dari hukum yang mengatur kehidupan dan urusan 

manusia untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia 

secara komprehensif adalah fiqh siyasah. Penelitian ini 

berhubungan dengan fiqh siyasah tanfidziyyah. Pemerintah 

(kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau 

dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara Islam dengan 

negara Islam lainnya, merupakan pelaksan utama dari 

kekuasaan ini. Dalam Islam, lembaga eksekutif disebut al-

sulthah al-tanfidziyyah yang bertugas dan bertanggung jawab 

untuk menegakkan dan melaksanakan undang-undang atau 

hukum. Rencana program-program politik lembaga eksekutif 

juga harus sejalan dengan nash dan prinsip-prinsip 

kemaslahatan, di samping kebijakan-kebijakan yang tidak 

                                                             
46Muhammad  Iqbal,  Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2-
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boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam.
47

 

Dalam arti yang lebih luas, eksekutif adalah lembaga yang 

dinamis atau dapat beradaptasi dengan tatanan pemerintahan 

dan kekuasaan yang mewakili dan membentuk negara. 

Kemampuan untuk membuat dan menentukan kebijakannya 

sangat luas menangani permasalahan yang belum tercakup 

dalam hukum dan bertanggung jawab atas perencanaan 

negara.
48

 Kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfidziyyah) 

terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep 

imamah/imam, khilafah/khalifah, imarah/„amir, 

wizarah/wazir yang akan dijelaskan sebagai berikut:
49

 

a. Konsep Imamah/imam 

Imamah adalah ism mashdar atau kata benda dari 

amama yang artinya “di depan”. Sesuatu yang di depan 

disebut dengan “imam”. Imam mengacu pada apa yang 

ada di depan. Oleh karena itu, istilah imam digunakan 

untuk menggambarkan orang yang memmpin shalat 

berjamaah dalam  percakapan sehari-hari. Dapat 

disimpulkan bahwa kata imam mengacu pada seorang 

pemimpin yang berdiri di depan untuk menjadi teladan 

bagi mereka yang berada di belakang.
50

 Kata imam 

berasal dari “amma-yaummu-imaamah wa amman wa 

imaaman” dalam kamus bahasa Arab. Sama halnya 

dengan ungkapan “yaummu al-qauma au bi al-qaumi” 

yang berarti datang dihadapan suatu kaum dan menjadi 

                                                             
47Wery Gusmansyah, “TRIAS POLITICA DALAM PERSPEKTIF FIKIH 

SIYASAH”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2, no. 2 (2017): 

131, http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448. 
48Darmawati, “Demokrasi DALAM ISLAM: Suatu Tinjauan Fiqh Siyasah”, 

(Makassar: Alauddin University Press, 2013), 130. 
49La Samsu, “Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sul Ah Al-Tanfi Iyyah, Al-Sul 

Ah Al-Qa A’iyyah”, TAHKIM: Jurnal Hukum Dan Syariah, 13, no. 1 (2017): 159, 

http://dx,doi.org/10.33477/thk.v13i1.336. 
50Moch. Fachruroji, “TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik 

terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah”, Jurnal Ilmu Dakwah, 4, no. 12 

(2008): 298, https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/idajhs/article/view/396. 

http://dx,doi.org/10.33477/thk.v13i1.336
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pemimpin mereka.
51

 Istilah imam memiliki beberapa 

pengertian di dalam Al-Qur’an diantaranya yaitu, “Nabi”, 

“pedoman”, “kitab/buku/teks”, “jalan lurus dan 

pemimpin”. Kalangan Syi’ah sering menyebut penguasa 

sebagai imam sementara kalangan Sunni menyebut 

penguasa sebagai Khalifah. Al-Mawardi mendefinisikan 

imamah sebagai sesuatu yang diperlukan dan ditetapkan 

sebagai pengganti kenabian untuk mempertahankan atau 

menegakkan agama dan mengelola urusan dunia. Adapun 

ayat-ayat suci Al-Qur’an yang menunjukkan istilah imam 

adalah pertama surah Al-Baqarah ayat 124 yang berbunyi 

sebagai berikut: 

                           

                        

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya 

dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu 

Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: 

"Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi 

seluruh manusia". Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon 

juga) dari keturunanku Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) 

tidak mengenai orang yang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 

124). 

b. Konsep Khilafah/Khalifah 

Gelar Khalifah yang secara harfiah berarti 

“menggantikan dan meneruskan” yaitu merupakan posisi 

otoritas yang paling penting di dalam Islam. Jika konsep 

ini dihubungkan dengan gagasan tentang khalifah, 

kemungkinan besar makna yang dimaksud dalam hal ini 

mengacu pada gagasan penggantian, yaitu tindakan 

menukar satu orang dengan orang yang lain. Penggunaan 

istilah Khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW 

                                                             
51Mohamad Amin, “KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-

QUR’AN (Pandangan Sa’id Hawwa dalam Al-Asas fi al-Tafsir dan Triloginya)”, 

(Tesis, INSTITUT PTIQ JAKARTA, 2015), 17-18. 
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juga merujuk pada makna kata amir (jamaknya umara) 

yang berarti penguasa atau pemimpin.
52

 Istilah ini 

digunakan jika merujuk pada firman Allah SWT: 

                        

                     

                         

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan 

seseorang Khalifah dimuka bumi, “mereka berkata: 

“mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 

dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?”, 

“Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa 

yang tidak kamu ketahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 30). 

 

Kata Khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya 

merujuk kepada para khalifah yang datang setelah nabi, 

tetapi juga kepada semua orang yang hidup di dunia ini 

dan ditugaskan untuk memakmurkannya. Menurut definisi 

Khalifah yang diberikan oleh At-Taftazani, seperti yang 

dikutip oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili Khalifah berfungsi 

sebagai pengganti nabi Muhammad SAW sebagai otoritas 

universal dalam urusan agama dan dunia. Sementara Ibnu 

Khaldun mendefinisikan Khalifah sebagai pengatur semua 

urusan publik yang sejalan dengan perintah syariat dalam 

berbagai cara yang bersifat ukhrawi dan duniawi yang 

pada akhirnya bermuara pada kemaslahatan ukhrawi.
53

 

 

                                                             
52Ramayulis dan Mulyadi, Manajemen dan kepemimpinan Pendidikan Islam, 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2017), 185. 
53Setyabudi Daryono, “Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-

Nabhani”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011), 63. 
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c. Konsep Imarah/„Amir 

Imarah berasal dari kata “amr” yang memiliki arti 

perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami 

sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang bertanggung 

jawab, orang yang menangani situasi, manajer, atau raja.
54

 

Istilah pemimpin dalam Islam kadang-kadang disebut 

dengan istilah Ulil Amri. Istilah Ulil Amri mengacu pada 

pejabat tertnggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ ayat 59 yang 

berbunyi: 

                       

                          

                          

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 

kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan 

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An-

Nisaa’:59). 

d. Konsep Wizarah/Wazir 

Kata “wizarah” berasal dari kata “al-wazr” yang 

artinya “al-tsuql” atau berat. Hal ini dikarenakan seorang 

wazir bertanggung jawab untuk melaksanakan 

berberbagai kewajiban resmi yang penting, beberapa 

kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya berkaitan 

dengannya.  Istilah “wazir” dalam bahasa Arab dan Persia 

kontemporer, mengacu pada seorang menteri yang 

bertanggung jawab atas devisi pemerintahan tertentu. 

                                                             
54Moch. Fachruroji, “TRILOGI KEPEMIMPINAN ISLAM: Analisis Teoritik 

terhadap Konsep Khilafah, Imamah, dan Imarah”, 301. 



 

   
30 

Menurut kitab Zend Avesta kata ini berasal dari “vicira” 

yang memiliki arti memutuskan atau menghakimi. Kata 

“wazir” disini menunjukkan gelar kementerian di dalam 

sebuah negara atau kerajaan. Setiap kali pejabat yang 

bertanggung jawab dapat memutuskan kebijakan publik 

yang akan menguntungkan rakyat, raja, atau negara. Al-

Mawardi memiliki tiga pendapat yang berbeda untuk 

pengertian kata wizarah. Pertama, kata wazir berasal dari 

kata al-wizar yang berarti beban. Karena wazir adalah 

mereka yang memikul beban yang diberikan oleh raja atau 

kepala negara. Kedua, berasal dari kata al-wazar yang 

berarti al-malja‟ (tempat kembali), untuk merundingkan, 

mengkonsultasikan, dan melaksanakan kebijakan negara 

atau raja. Ketiga, kata wazir berasal dari kata al-azr yang 

berarti al-zhuhr (belakang), karena wazir berfungsi  

sebagai kerangka tempat kepala negara menjalankan 

otoritasnya.
55

 

Manusia pada hakikatnya adalah entitas 

“monodualis”. Artinya, manusia mempunyai kapasitas sebagai 

makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk 

individu, manusia memiliki kemampuan bahkan kebebasan 

untuk berfikir, menentukan pilihan hidupnya dan melakukan 

sesuatu sendiri. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia 

selalu membutuhkan eksistensi individu yang lain dalam 

kehidupannya.
56

 Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan 

kekuasaan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

baik dalam keluarga, organisasi, bisnis, maupun 

pemerintahan. Ketiga kata tersebut sebenarnya saling 

berkaitan satu dengan yang lain. Beberapa ahli berpendapat 

tentang pemimpin, diantaranya adalah menurut Lao Tzu, 

pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mendorong 

pertumbuhan orang lain sampai akhirnya orang-orang tersebut 

                                                             
55Muhammad  Iqbal,  “Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam”, 

166-167. 
56M. Chazienul Ulum, Leadership: Dinamika Teori Pendekatan dan Isu 

Strategis Kepemimpinan di Sektor Publik, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 
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menjadi mandiri dan dapat berfungsi tanpa pemimpin. 

Menurut Davis and Filley, pemimpin adalah seseorang yang 

menjalankan peran sebagai pemimpin atau memegang posisi 

manajemen. Menurut Prof. Maccoby, pemimpin yang baik 

untuk masa kini adalah seseorang secara kumulatif menerima 

keyakinan etnis dan moral dari berbagai agama, meskipun ia 

sendiri mungkin menolak ketentuan ketentuan supernatural 

dan gagasan ketuhanan yang berbeda. Sangatlah penting bagi 

seorang pemimpin untuk menjadi seseorang yang dapat 

membina dan mengembangkan yang terbaik dari bawahannya. 

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, pemimpin adalah 

orang yang diberkahi dengan wewenang untuk memimpin dan 

memberikan tugas kepada bawahan untuk mencapai tujuan. 

Menurut Robert Tanambaum, pemimpin adalah individu yang 

menggunakan otoritas formal untuk mengkoordinasikan, 

mengelola, dan mengawasi bawahan yang bertanggung jawab 

untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut 

Pancasila, pemimpin harus bersikap sebagai pengasuh yang 

mendorong, menuntun, dan membimbing asuhannya, atau 

dengan kata lain, beberapa asas utama dari kepemimpinan 

Pancasila adalah: 

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha: Pemimpin harus mampu 

dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola 

anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. 

2. Ing Madya Mangun Karsa: Pemimpin harus 

membangkitkan semangat swakarsa dan berkreasi pada 

orang-orang yang dibimbingnya. 

3. Tut Wuri Handayani: Pemimpin harus mampu mendorong 

orang-orang yang diasuhnya berani berjalan di depan dan 

sanggup bertanggung jawab.
57

 

Dari semua pengertian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pemimpin adalah seseorang yang memiliki 

keunggulan-keunggulan dan menduduki posisi tertentu secara 

                                                             
57Prayetno Nur, Kepemimpinan, (Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017), 2. 
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formal, bersikap sabagai pengamong (mengasuh, menuntun, 

mendorong, dan membimbing), mampu membantu 

mengembangkan, menumbuhkan, menerima dan merangkul 

semua golongan serta menggerakkan guna untuk mencapai 

tujuan-tujuan tertentu. Dalam kamus Lisanul Arab 

menyatakan bahwa istilah “qaud” adalah kebalikan dari 

“sauq” dan frasa “yaqudu ad-daabbah” menunjukkan 

menggiring hewan dari depan. Sedangkan frasa “yasuqu  as-

saabbah” mengacu pada menggiring hewan dari belakang.
58

 

Secara etimologis, peran pemimpin adalah berdiri di depan 

mengarahkan  menuju kebajikan dan membimbing jamaahnya 

menuju suatu kemaslahatan. Islam adalah agama sekaligus 

sistem kehidupan (way of life), sebuah sistem yang 

memadukan ibadah dan siyasah politik, karena Islam 

memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dengan 

memengaruhi dan menerapkan ajaran-ajarannya pada seluruh 

aspek kehidupan. Tanpa masyarakat yang menaunginya dan 

pemimpin yang menjaganya sehingga keamanan pribadi dan 

agamanya terjamin, seorang muslim tidak dapat mengatur 

kehidupannya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Oleh 

karena itu, Islam sangat menghargai prinsip kepemimpinan 

dan menganggapnya sangat penting  dan dianggap sebagai 

suatu kewajiban.  Adapun ungkapan yang menyatakan bahwa 

agama adalah asas sedangkan kekuasaan adalah penjaga, 

sesuatu yang tidak mempunyai asas akan runtuh dan yang 

tidak mempunyai penjaga akan hilang. Ungkapan yang 

masyhur menyebutkan: 
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لْطَانِ مَالََيزَِعُ بالِْقرُْآنِ    إنَِّ اللهَ يزَِعُ بالِسُّ

“Sesungguhnya Allah mencegah dengan kekuatan 

penguasa, apa yang tidak dapat dicegah dengan Al-

Qur‟an”.
59

 

Kepemimpinan dan pemimpin adalah dua konsep 

yang saling berkaitan. Artinya, kepemimpinan (style of the 

leader) merupakan cerminan dari karakter atau perilaku 

pemimpinnya (leader behavior). Sintesis antara “leader 

behavior dengan leader style” merupakan kunci keberhasilan 

pengelolaan suatu institusi atau dalam skala yang lebih luas 

adalah pengelolaan daerah bahkan negara. Secara historis, 

konsep kepemimpinan ideal dalam Islam dicontohkan secara 

langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan model 

prophetic leadership.
60

 Menurut Warren Bennis, seorang 

pakar kepemimpinan. Nabi Muhammad secara teori telah 

menggunakan konsep kepemimpinan kontemporer. Prinsip 

kepemimpinan tersebut dapat dilihat dalam poin-poin sebagai 

berikut:
61

 

1. Guilding Visioner (visioner). Rasulullah SAW sering 

mengabarkan informasi yang belum terjadi, misalnya 

berita gembira mengenai kemenangan dan keberhasilan 

yang akan terjadi dimasa depan. Visi ke depan ini 

memberikan semangat perjuangan bagi para sahabat. 

2. Passion (berkemampuan kuat). Berbagai cara yang 

dilakukan musuh-musuh Rasulullah SAW untuk 

menghentikan dakwah dan perjuangannya. Namun 

demikian Rasulullah SAW tetap sabar, tabah, dan 

bersungguh-sungguh dalam menuntaskan visi dan misi. 

                                                             
59Zainal Abidin, “Kajian Tematis Qur’an Dan Hadist: Kepemimpinan”, 

ejournal Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 6, no. 1 (2017): 112, 
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3. Integrity (integritas). Rasulullah SAW dikenal memiliki 

integritas yang tinggi, dan memiliki komitmen terhadap 

apa yang dikatakan dan diputuskannya, dan mampu 

membangun tim kerja yang tangguh. 

4. Trust (amanah). Rasulullah SAW dikenal sebagai orang 

yang sangat dipercaya (al-amin) dan ini diakui oleh 

sahabat-sahabat bahkan musuh-musuh Rasulullah SAW. 

5. Curiosity (rasa ingin tahu). Hal ini terkait dengan perintah 

Allah yang pertama yaitu untuk belajar yang merupakan 

rasa ingin tahu. 

6. Courage (berani). Kesanggupan memikul tugas kerasulan 

dengan segala resiko merupakan sebuah keberanian yang 

harus dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Pada hakikatnya tidak mudah terhimpun dalam diri 

seseorang itu kedua sifat kuat dan amanah secara sempurna, 

tetapi kalau harus memilih, maka pilihlah yang paling sedikit 

kekurangannya, dan lakukan pilihan setelah berusaha 

sungguh-sungguh untuk mendapatkan yang baik. Al-Qur’an 

dan Hadist menetapkan empat sifat yang harus dipenuhi para 

nabi bagi memimpin umatnya. Pertama, Al-Shiddiq yaitu 

melaksanakan kebenaran serta kesungguhan dalam berucap 

dan berjuang bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. 

Kedua, Al-Amanah atau kepercayaan yang menjadikan ia 

memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya, 

apakah amanah daripada Allah maupun orang yang 

dipimpinnya. Ketiga, Al-Fathonah yaitu kecerdasan yang 

mampu menghadapi dan menangani persoalan atau 

permasalahan yang sedang terjadi. Keempat, Al-Tabligh yaitu 

menyampaikan yang jujur dan bertanggung jawab.
62

 Definisi 

kepemimpinan sama beragamnya dengan orang yang 

mencoba mendefinisikannya. Definisi kepemimpinan yang 

luas mencakup proses memengaruhi pilihan dalam tujuan 

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai 
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tujuan, memengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budaya. Selain itu juga memengaruhi interpretasi mengenal 

peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan 

aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara 

hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan 

dukungan dan kerja sama dari orang-orang di luar kelompok 

atau organisasi.
63

 

Adapun pengertian lain kepemimpinan adalah, 

kemampuan seseorang untuk meyakinkan orang lain agar 

orang lain itu dengan sukarela mau diajak untuk 

melaksanakan kehendaknya atau gagasannya.
64

 Jadi 

kepemimpinan merupakan sebagai proses atau kemampuan 

untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, mengarahkan 

melalui komunikasi untuk mencapai tujuan yang diharapakan. 

Seperti yang diungkapkan Edwin A. Fleishman; “Leadership 

is a attempt at influencing the activities of followers through 

the communcation process and toward the affair meant of 

some goal”.65
Adakalanya kepemimpinan dipahami sebagai 

kemampuan untuk menggerakkan orang lain atau sebagai alat, 

sarana proses untuk membujuk orang atau kelompok agar 

bersedia melakukan sesuatu secara sukarela, tanpa kekuatan 

paksaan“Leadership is an individual attempt to affect the 

behavior of a group without using the coercive form 

power”.
66

 Dalam konteks kepemimpinan, sebuah kaidah 

hukum Islam (qawaid fiqh) menyatakan bahwa setiap 

keputusan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan 

rakyatnya keputusan pemimpin yang menyangkut kepentingan 

                                                             
63Vietzhal Rivai Zainal dkk, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 2. 
64Mochtar Effendy, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, 

(Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1986), 207. 
65Maimunah, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam Dan Dasar 

Konseptualnya”, Al-Afkar: Jurnal Keislaman & Peradaban, 5, no. 1 (2017): 61, 
https://doi.org/10.28944/afkar.v5i1.133. 

66Ibid, 62. 
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publik harus didasarkan pada kemaslahatan.
67

 Hal ini sejalan 

dengan prinsip atau kaidah yang berbunyi: 

ةِ  مَةعََلىَ الْمَصْلحََةَ الْخَاصَّ ةمَُقدََّ   الْمَصْلحََةَ الْعَامَّ

“Kemaslahatan umum yang lebih luas harus 

diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau 

kelompok tertentu)”.
68

 

Mewujudkan kemaslahatan bersama merupakan 

tujuan utama adanya syariat Islam, maslahah adalah kebaikan 

yang terkait dengan kelestarian hidup manusia, kesempurnaan 

kehidupan manusia, dan pemenuhan kebutuhan intelektual 

dan emosional dalam pengertian mutlak. Para ahli fiqh 

(fuqaha) telah mengelompokkan kepentingan dan 

kemaslahatan publik dalam tiga kategori: 1) Kebutuhan 

Dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi 

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan 

mereka.
69

 Artinya, kemaslahatan ini yang meliputi kebutuhan 

mutlak atau kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di 

akhirat (Maslahah al-Daruriyah), seperti perlindungan 

terhadap jiwa, harta benda, kesehatan tubuh dan mental; 2) 

Kebutuhan Hajiyat, yaitu segala sesuatu yang sangat 

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 

menolak segala halangan.
70

 Maksudnya ialah, kemaslahatan 

yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kemaslahatan pokok 

atau kemaslahatan yang tidak mutlak tetapi secara umum 

diperlukan, membawa kesejahteraan sosial, dan membuat 

kehidupan anggota masyarakat menjadi lebih mudah, 

misalnya ketentuan sarana publik (Maslahah al-Hajiyah); 3) 

Kebutuhan Tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang 

pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim al-akhlaq, 

                                                             
67Ahmad Khoirul Fata, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik 

Islam”, Jurnal Review Politik, 02, no. 01 (2012): 7, 

http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/1001. 
68Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 20. 
69Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2014), 116. 
70Ibid., 117. 
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serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang 

ibadah, adat, dan mu’amalat.
71

 Maksudnya adalah, 

kemaslahatan dengan tujuan tertentu atau kemaslahatan yang 

sifatnya hanya pelengkap (komplementer) (Maslahah al-

Tahsiniyah).
72

 

Kepemimpinan selalu diperlukan dalam kegiatan 

kolektif manusia. Upaya yang terencana dan metodis 

diperlukan untuk mengembangkan pemimpin baru untuk 

berbagai tujuan dan kegiatan. Teori kepemimpinan adalah 

kumpulan gagasan tentang bagaimana pemimpin berperilaku 

dan bagaimana memimpin, dengan menekankan pada konteks 

historis, faktor-faktor yang berkontribusi pada penciptaan 

kepemimpinan, kualitas yang diperlukan dari seorang 

pemimpin, sifat-sifat utama mereka, tanggung jawab utama, 

dan etika profesi kepemimpinan.
73

 Menurut Rosalia, ada 

empat teori kepemimpinan antara lain sebagai berikut:
74

 

1. Teori Sifat (Thraid Theory) 

Teori genetik menyatakan, pemimpin tidak 

diciptakan melainkan dilahirkan dengan bakat luar biasa 

sejak lahir. Seseorang ditakdirkan untuk menjadi 

pemimpin dalam situasi atau kondisi apa pun, namun 

potensi penerapan teori ini sangat terbatas (hanya pada 

hal-hal tertentu). Sedangkan teori sosial, pemimpin harus 

dikembangkan, jadi tidak dilahirkan begitu saja. Siapapun 

dapat menjadi pemimpin dengan pelatihan, kesempatan, 

dan pendidikan yang tepat. 

 

 

                                                             
71Ibid., 118. 
72Ahmad Khoirul Fata, Kepemimpinan Dalam Perspektif Pemikiran Politik 

Islam, 7. 
73Kartini Kartono, Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan 

Abnormal Itu ?, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 31-32. 
74Dwi Titiawati, “Analisis Strategi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam 

Meningkatkan Pembangunan (Studi di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan 

Kabupaten Pesawaran)”, (Skripsi, Universitas Lampung, 2017), 21-24. 
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2. Teori Kelompok 

Beberapa karakteristik teori kelompok dalam 

kepemimpinan, antar lain: Pertumbuhannya didasari pada 

psikologi sosial, pertukaran yang konstruktif antara 

pemimpin dan pengikutnya yang melibatkan gagasan 

sosiologis tentang keinginan untuk mengembangkan 

peran diperlukan agar organisasi dapat mencapai tujuan, 

pengaruh timbal balik antara atasan dengan pengikut, dan 

perilaku pemimpin dapat dipengaruhi oleh pengikutnya, 

sebagaimana perilaku pengikut dapat dipengaruhi oleh 

pemimpin. 

3. Teori Situasional Fiedler 

Menurut Fiedler, yang membuat model kontijensi 

kepemimpinan yang efektif (A Contigency Model of 

Leadership Effectiveness), model ini menggabungkan 

hubungan antara gaya kepemimpinan dengan situasi yang 

menyenangkan. Situasi yang menyenangkan meliputi hal-

hal berikut: Hubungan pemimpin-anggota, merupakan 

variabel paling (ter) di dalam menentukan situasi yang 

menyenangkan tersebut, derajat dari struktur tugas, 

merupakan masukan yang amat penting kedua dalam 

menentukan situasi yang menyenangkan, dan  posisi 

kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal, 

dimensi penting ketiga dalam menentukan situasi yang 

menyenangkan. 

4. Teori Jalan Kecil-Tujuan (Path-Goal Theory) 

Pemimpin berusaha keras untuk menyediakan 

sarana terbaik yang tersedia bagi para pengikutnya untuk 

mencapai tujuan mereka. Namun, pemimpin harus 

menggunakan faktor terbaik untuk mengaktualisasikan 

fasilitas jalur tujuan ini. Teori Path-Goal bertujuan untuk 

menjelaskan bagaimana tindakan pemimpin memengaruhi 

motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan bawahannya. Teori 

path-goal ini mempunyai empat bentuk kepemimpinan 

yang berbeda diantaranya adalah: Pertama, kepemimpinan 
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direktif. Tipe kepemimpinan direktif ini sama dengan 

model kepemimpinan otokratis dari lippit dan white, 

bawahan atau senyatanya apa yang diharapkan darinya 

dan pengarahan yang khususnya diberikan oleh 

pemimpin. Dalam model ini tidak ada partisipasi dari 

bawahan. Kedua, kepemimpinan yang mendukung. 

Kepemimpinan model ini mempunyai kesediaan untuk 

menjelaskan sendiri, bersahabat, mudah didekati, dan 

mempunyai perhatian kemanusiaan yang murni dari 

bawahannya. Ketiga, kepemimpinan partisipatif. 

Pemimpin berusaha meminta dan mempergunakan saran-

saran dari bawahannya, namun pengambilan keputusan 

masih tetap berada padanya. Dan Keempat, 

kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi, tipe 

kepemimpinan ini menetapkan serangkaian tujuan yang 

menantang bawahannya untuk berpartisipasi. Demikian 

pula pemimpin memberikan keyakinan kepada mereka 

bahwa mereka mampu melaksanakan tugas pekerjaan 

mencapai tujuan secara baik. 

Setiap pemimpin memiliki karakteristik, rutinitas, 

sikap, dan kepribadian yang berbeda, sehingga tindakan dan 

tingkah laku mereka dapat membedakan mereka dari orang 

lain dan muncullah tipe atau gaya kepemimpinan. Ada lima 

tipe kepemimpinan yaitu: 

1. Tipe Militeristik 

Tidak selalu seorang pemimpin yang 

menunjukkan ciri-ciri militeristik berasal dari organisasi 

militer. Karaktersistik ini menunjukkan kepemimpinan 

dengan tipe militeristik sebagai berikut: Dalam 

menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan 

perintah, menggerakkan bawahan senang mengandalkan 

pangkat dan jabatan, senang pada formalitas yang 

berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku 

dari bawahan, sukar menerima kritik dari bawahan, dan 

menggemari upacara-upacara untuk berbagai kegiatan. 
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2. Tipe Paternalistis 

Seorang pemimpin paternalistik menunjukkan 

ciri-ciri sebagai berikut: terlalu protektif, jarang 

mengizinkan bawahan untuk berinisiatif, jarang 

mengizinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam 

mengambil keputusan, jarang mengizinkan bawahan 

untuk mengembangkan kreativitas dan fantasi, dan 

bersikap maha tahu serta menganggap bawahannya 

sebagai manusia yang tidak dewasa. 

3. Tipe Kharismatis 

Literatur mengenai kepemimpinan karismatik 

yang ada saat ini tidak memberikan panduan yang 

memadai, sehingga sulit untuk menganalisa 

kepemimpinan karismatik semacam  ini. Penampilan fisik 

seorang pemimpin karismatik tidak dapat menjadi 

indikator yang diakui secara universal, karena ada 

pemimpin yang dianggap karismatik namun berdasarkan 

penampilan luarnya tidak atau kurang mempunyai daya 

tarik.  

4. Tipe Demokratis 

Berikut ini adalah ciri-ciri kepemimpinan seorang 

pemimpin yang demokratis yaitu: Dalam proses 

menggerakkan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat 

bahwa manusia adalah mahluk yang termulia, berusaha 

menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan 

aspirasi pribadi bawahan mereka, dan secara konstan 

mengadvokasi kerja sama dan kerja sama tim untuk 

mencapai tujuan. 

5. Tipe Laissez Faire  

Menurut tipe kepemimpinan laissez faire 

berpendapat bahwa sebuah organisasi biasanya akan 

berjalan dengan sendirinya karena para anggotanya adalah 

individu-individu dewasa yang memahami misi, target, 

dan tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap 
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anggota. Sebagai hasilnya, pemimpin tidak perlu terlalu 

sering terlibat dalam urusan organisasi. Pemimpin yang 

mempraktikkan laissez faire memandang dirinya sebagai 

polisi lalu lintas. 

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang 

efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai 

dengan tujuan dan fungsinya. Marwan Mahrus meringkas 

tugas dan fungsi pemimpin adalah; pertama menjaga agama 

atas dasarnya yang kokoh, kedua, menegakkan keadilan antara 

dua orang yang bertikai, ketiga, melindungi rakyat dan harta 

mereka, keempat, menegakkan hukum, kelima, 

mempertahankan negara, keenam, mensejahterakan rakyat 

dengan kekayaan negara yang dimiliki, ketujuh, memilih 

pejabat profesional yang amanah, kedelapan, melakukan 

kontrol langsung atas keperintahannya.
75

 Setiap pemimpin 

harus berusaha untuk menjadi bagian dari situasi sosial 

kelompok atau organisasi, karena peran kepemimpinan terkait 

langsung dengan situasi sosial dengan kehidupan setiap 

kelompok yang menandakan bahwa setiap pemimpin berada 

di dalam bukan di luar situasi. Menurut Nawawi, peran 

kepemimpinan terdiri dari dua komponen, yaitu: Pertama, 

aspek yang mengacu pada tingkat keterampilan direktif 

pemimpin yang ditunjukkan oleh respons individu yang 

dipimpinnya dalam tindakan atau kegiatan. Kedua, aspek yang 

menggambarkan atau ditunjukkan oleh keputusan dan 

kebijakan pemimpin dan berhubungan dengan sejauh mana 

pengikut mendukung atau berpartisipasi dalam melaksanakan 

tanggung jawab utama kelompok atau organisasi. Lima fungsi 

kepemimpinan utama dapat diidentifikasi secara operasional 

dalam kaitannya dengan kedua aspek tersebut diantaranya 

yaitu: 
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1. Fungsi instruktur 

Pemimpin bertindak sebagai komunikator yang 

memutuskan apa, bagaimana, kapan, dan dimana. 

Sehingga tujuan utama orang yang dipimpinnya adalah 

melaksanakan arahan. 

2. Fungsi konsultatif 

Proses konsultatif dapat digunakan oleh para 

pemimpin sebagai dialog dua arah. Proses ini digunakan 

ketika seorang pemimpin ingin membuat keputusan yang 

membutuhkan pemikiran dan masukan dari orang-orang 

yang dipimpinnya. 

3. Fungsi partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin 

berusaha melibatkan orang-orang yang dipimpinnya baik 

dalam pengambilan keputusan maupun tindakan. Sesuai 

dengan posisi masing-masing, setiap anggota kelompok 

memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil bagian 

dalam melaksanakan kegiatan yang digariskan sesuai 

tugas-tugas utamanya. 

4. Fungsi delegasi 

Pemimpin mendelegasikan kekuasaan untu 

memutuskan atau mengambil keputuan saat melakukan 

tugas pendelegasian. Ketika seorang pemimpin 

mendelegasikan tanggung jawab, mereka sebenarnya 

memberikan kepercayaan kepada orang tersebut untuk 

melaksanakannya secara bertanggung jawab. 

5. Fungsi pengendalian 

Fungsi pengendalian membuat asumsi bahwa 

kepemimpinan yang efektif harus mampu  mengarahkan 

dan mengkoordinasikan tindakan anggota secara efektif, 

sehingga memungkinkan tercapainya sejumlah besar 
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tujuan bersama.
76

 

Peran utama pemimpin adalah untuk berkomunikasi 

dan memegang kekuasaan atas orang lain. Bersedia bekerja 

sama dengan orang lain agar perusahaan atau organisasi tetap 

berjalan dengan lancar dan berintegritas.  Berikut ini adalah 

fungsi kepemimpinan meliputi kegiatan dan tindakan sebagai 

berikut:
77

 

1. Pengambilan keputusan; 

2. Pengembang imajinasi; 

3. Pendelegasian wewenang kepada bawahan; 

4. Pengembangan kesetian para bawahan; 

5. Penggiatan dan pengendalian rencana-rencana; 

6. Pemanfaatan sumber daya Manusia dan sumber daya 

lainnya; 

7. Pelaksanaan keputusan dan pemberian dorongan kepada 

para pelaksana; 

8. Pelaksanaan kontrol dan perbaikan kesalahan-kesalahan; 

9. Pemberian tanda penghargaan kepada bawahan yang 

berprestasi; 

10. Pertanggung jawaban tindakan. 

2. Dasar Hukum Pemimpin 

Dasar hukum mengenai masalah kepemimpinan 

sebagaimana Allah SWT isyaratkan di dalam Al-Qur’an 

banyak ayat yang berkaitan dengan masalah ini, diantaranya: 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku 

adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, 

dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 

permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu 

dapat mengambil pelajaran”. (Q.S. An-Nahl: 90). 

                          

                              

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu 

berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-

sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah 

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-

sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

kamu perbuat.” (Q.S. An-Nahl: 91). 

                            

                           

                

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 

(Al-Qur‟an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa’: 

59). 

3. Syarat-Syarat Pemimpin 

Penjelasan mengenai kriteria pemimpin yang ideal 

sering juga disingkat dalam satu kata berbahasa Inggris, yaitu 

LEAD, akronim atau singkatan dari: Loyality, artinya 
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pemimpin harus sanggup membangkitkan loyalitas diantara 

orang-orang yang dipimpinnya terhadap apa yang dicita-

citakan dan dikerjakan secara bersama; Educate, artinya 

pemimpin mampu mengedukasi, menularkan attitude, skill, 

and knowledge kepada yang dipimpinnya; Advice,  artinya 

pemimpin memiliki kemampuan memberikan saran dan 

nasehat dari permasalahan yang ada; dan Discipline, yang 

artinya memberikan keteladanan dalam berdisiplin dan 

menegakkan kedisiplinan dalam setiap aktivitas.
78

 Menurut 

As-Suwaidan seorang pemimpin harus memiliki 7 (tujuh) sifat 

utama, yaitu; motivasi menggerakkan orang lain demi 

mencapai tujuan, berkepribadian, kredibelitas, percaya diri, 

cerdas, mengetahui inti masalah, dan kewaspadaan internal 

(membuat mampu merasakan perubahan disekitarnya 

meskipun skalanya kecil).
79

 

a. Menurut Al-Qur’an dan Hadist 

Untuk mengemukakan syarat minimal yang harus 

dipunyai oleh seorang pemimpin atau manajer, kita harus 

kembali kepada pengertian tentang kepemimpinan itu 

sendiri. Bertolak dari pengertian itu, maka kita mencatat 

tentang kemampuan seorang pemimpin, jika meneliti 

tentang kemampuan seorang pemimpin minimal ada tiga 

macam kemampuan yang diperlukan yaitu: Pertama, 

kemampuan fisik, Kedua, kemampuan mental, Ketiga, 

kemampuan intelektual.
80

 Persyaratan ini bukan sesuatu 

hal yang baru di dalam Islam karena Al-Qur’an telah 

memberikan beberapa petunjuk, antara lain seperti yang 

dinyatakan di dalam firman-Nya sebagai berikut: 

                                                             
78Arif Gunawan, Didied Mahaswara, Etika Pemimpin Dan Pejabat Publik, 
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“Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, 

“sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi 

rajamu. “Mereka menjawab, “Bagaimana Talut 

memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih 

berhak atas kerajaan itu darinya dan dia tidak diberi 

kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah 

memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan 

kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-

Nya kepada siapa yang dia kehendaki dan Allah 

Mahaluas, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 247). 

Di dalam ayat ini Allah menunjukkan dua syarat 

yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yaitu ilmu 

dan fisik yang kuat. Selain itu, di dalam ayat berikutnya 

Allah berfirman sebagai berikut: 

                

                     

                            

                        

                  

“Allah menjanjikan bagi orang yang beriman di 

antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa 
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mereka akan menjadi khalifah (penguasa) di muka bumi, 

sebagaimana orang-orang terdahulu telah menjadi 

khalifah”. (Q.S. An-Nur: 55). 

 

Di dalam ayat ini Allah memberikan janji kepada 

orang yang mempunyai dua syarat lagi, yaitu pertama 

yang beriman dan yang kedua beramal saleh, jika mereka 

ingin berhasil menjadi pemimpin seperti yang telah 

ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin yang terdahulu. 

Lebih lanjut lagi Allah SWT berfirman: 

                            

                        

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik 

pria maupun wanita dalam keadaan beriman, niscaya 

kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami 

balas dengan pahala yang lebih baik dari usaha yang 

telah mereka perbuat”. (Q.S. An-Nahl: 97). 

 

Firman Allah di dalam Al-Qur’an tersebut 

menyatakan selain dari ketiga persyaratan umum itu, perlu 

ditambah dengan dua macam lagi, yaitu beriman dan 

beramal saleh, sehingga prasyarat bagi setiap pemimpin 

dan manajer Islam menjadi 5 (lima) prasyarat yaitu: 

Pertama, beriman; Kedua, Keunggulan mental; Ketiga, 

keunggulan fisik; Keempat, keunggulan intelektual; dan 

Kelima, beramal saleh. Dalam pandangan lain kriteria-

kriteria pemimpin perspektif Al-Qur’an dapat dirumuskan 

beberapa kriteria seorang pemimpin yang dipahami 

melalui ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan pendekatan 
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tafsir maudhu’iy. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai 

berikut:
81

 

1) Beriman 

Dalam pandangan taba’taba’i bahwa seorang 

imam haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai 

pemimpin telah memperoleh hidayah, dan hal tersebut 

sebagai salah satu bagian dari imamah itu sendiri. 

Hidayah ini tidak diperoleh oleh sembarang orang, 

dan sembarang cara. Perolehan hidayah, sebagaimana 

juga peroleh kemaksuman akan didapat lewat 

kesabaran seorang hamba dalam menyongsong 

berbagai ujian dalam menuju Allah SWT dan melalui 

keyakinan yang mendalam. 

2) Adil dan amanah 

Sebagai pemimpin yang baik maka ia juga 

harus memiliki sifat amanah, dan hal ini disebut 

bersamaan dengan term adil dalam QS. An-Nisa’ (4): 

58. Amanah dalam pandangan Al-Maragi adalah 

sebuah tanggung jawab yang terbagi atas tiga, yakni 

(1) tanggung jawab manusia kepada tuhan, (2) 

tanggung jawab manusia kepada sesamanya, dan (3) 

tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri. 

Dengan demikian, kriteria pemimpin yang 

dikonsepsikan di sini adalah tidak khianat terhadap 

tanggung jawab yang diberikan Allah, dan jabatan 

apapun diberikannya dari sesama manusia, dan 

terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah, bahwa 

seorang pemimpin yang baik harus baik pula 

hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan 

sesama manusia, hablun minallah wa hablun 

minannas. 

 

                                                             
81Amir Hamzah, “KRITERIA PEMIMPIN MENURUT AL-QUR’AN (Suatu 

Kajian Tafsir Maudhu’iy)”, AL-QALAM: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan, 10, no. 2 

(2018): 21-26, http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/al-qalam/article/view/259. 
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3) Rasuliy 

Rasuliy artinya, berkepribadian seperti Rasul 

Allah, yakni kriteria pemimpin yang memenuhi syarat 

seperti yang dimiliki Rasul Allah dalam menjalankan 

kepemimpinan. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, 

dia adalah pemimpin negara yang mampu 

mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan 

penganut agama-agama ketika membangun negara 

Madinah. Ini berarti bahwa termasuk kriteria 

pemimpin yang diharapkan adalah memiliki sikap 

tasamuh (toleran). 

b. Menurut Al-Mawardi 

Syarat-syarat untuk menjadi pemimpin menurut 

pandangan Al-Mawardi diantaranya adalah: 

1) Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh. 

2) Mempunyai pengetahuan yang membuatnya mampu 

berijtihad didalam berbagai kasus hukum. 

3) Memiliki pancaindra yang sehat, baik telinga mata 

maupun mulut sehingga ia dapat secara langsung 

menangani persoalan yang diketahuinya. 

4) Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari 

cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan 

tugas dengan baik dan cepat. 

5) Memiliki gagasan yang membuatnya mampu 

memimpin rakyat dan mengurusi berbagai 

kepentingan. 

6) Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang 

membuatnya mampu melindungi negara dan melawan 

musuh. 
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7) Memiliki nasab atau suku Quraisy, berdasarkan nash 

dan ijma’.
82

 

c. Menurut Al-Ghazali 

1) Dewasa atau akil baliqh. 

2) Memiliki otak yang sehat. 

3) Merdeka dan bukan budak. 

4) Laki-laki. 

5) Keturunan Quraisy. 

6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat. 

7) Kekuasaan yang nyata. 

8) Hidayah. 

9) Ilmu pengetahuan. 

10) Wara‟ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan 

mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang 

terlarang dan tercela).
83

 

d. Menurut Ibn Hazm 

1) Keturunan Quraisy. 

2) Baliqh. 

3) Muslim. 

4) Laki-laki. 

5) Harus mejadi panutan didalam segala urusan, 

menguasai masalah-masalah agama, takwa kepada 

Allah SWT. 

6) Memiliki kekuatan. 

7) Memiliki rasa belas kasihan kepada masyarakat. 

                                                             
82Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah 

Islam, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 11. 
83Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: Universitas Indonesia 

Press, 1990), 78. 
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8) Keras dan tegas terhadap rakyat dan bawahannya 

yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang 

telah ditetapkan. 

9) Selalu menjaga kewaspadaan. 

10) Mempunyai kharisma. 

11) Cermat dalam mengatur anggaran. 

12) Konsisten dalam menjalankan hukum-hukum Al-

Qur’an dan As-sunnah.
84

 

e. Menurut Al-Kamal bin Aby Syarif dan Al-Kamal bin Al-

Hamam 

1) Laki-laki. 

2) Wara‟ (adil serta meninggalkan segala sesuatu yang 

dapat menimbulkan konsekuensi kearah kefasikan). 

3) Ilmu’ (memiliki pengetahuan mendalam terhadap 

masalah teologi dan faqih). 

4) Memiliki kepabilitas sebagai pemimpin. 

5) Keturunan Quraisy. 

6) Tertaklif (baliqh dan berakal). 

7) Bukan budak belian. 

8) Mujtahid.
85

 

f. Menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa 

1) Islam. 

2) Laki-laki. 

3) Tertaklif (baligh dan berakal) serta rasyid (bersikap 

dewasa). 

4) Memiliki pengetahuan terhadap masalah agama. 

5) Adil. 

                                                             
84H.B Syafuri, Pemikiran Politik Dalam Islam, (Serang Banten: FSEI PRESS, 

2010), 41-42. 
85Ibid., 43-45. 
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6) Memiliki kekuatan dan kemampuan. 

7) Terhindar dari segala bentuk kecacatan yang dapat 

mempengaruhi terhadap fikiran dan kinerja. 

8) Keturunan Quraisy.
86

 

4. Prinsip Kepemimpinan Dalam Islam 

Suatu kepemimpinan pada dasarnya memiliki prinsip-

prinsip yang mendasari terbentuknya suatu kepemimpinan, 

kepemimpinan dalam Islam harus dilandasi dengan Al-Qur’an 

dan As-sunnah yang menjadi acuan utamanya. Islam adalah 

fitrah, Islam sama sekali tidak bertentangan dengan hati 

nurani manusia. Berikut ini adalah prinsip atau dasar-dasar 

kepemimpinan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
87

 

a. Prinsip Tauhid 

Tauhid merupakan implementasi dari keimanan 

seorang hamba kepada Allah SWT, tauhid mengandung 

Hablum min Allah (Hubungan manusia dengan Tuhan) 

juga Hablum min an-nas (Hubungan manusia dengan 

manusia).
88

 Di dalam Islam juga, mengajak kita untuk 

menuju kearah satu kesatuan akidah diatas dasar yang 

dapat diterima oleh berbagai umat, yakni tauhid atau 

menegakkan kalimah tauhid guna penyebaran Islam ke 

seluruh penjuru umat manusia. Prinsip tauhid dalam Al-

Qur’an sendiri dijelaskan dibeberapa surah diantaranya 

adalah di surah Al-Baqarah ayat 163 Allah SWT 

berfirman: 

                 

                                                             
86Ibid., 54-55. 
87Zaini Tamin AR, “PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan 

Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”, Jurnal 

Pendidikan Agama Islam (Jounal of Islamic Education Studies), 3, no. 2 (2015): 333-

345, https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.2.323-345. 
88Ayi Sofyan, Etika Politik Islam, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2012), 

320. 
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“Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang maha esa, 

tidak ada tuhan selain dia, yang maha pengasih, maha 

penyayang”. (Q.S. Al-Baqarah: 163). 

Di dalam ayat yang lain di surah Al-Ikhlas ayat 1-

4 Allah SWT berfirman: 

                         

          

“1)Katakanlah: Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 

2).Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya 

segala sesuatu. 3). Dia tiada beranak dan tidak pula 

diperanakkan, 4). dan tidak ada seorangpun yang setara 

dengan Dia”. (Q.S. Al-Ikhlas: 1-4). 

b. Prinsip Tanggung Jawab 

Dalam Islam sudah digariskan bahwa setiap 

individu manusia merupakan pemimpin (minimal untuk 

memimpin dirinya sendiri) dan suatu saat akan dimintai 

pertanggung jawabannya, sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Hadist yang berbunyi, “Setiap kalian adalah Ra‟in 

(Pengembala, pemimpin) dan setiap kalian akan dimintai 

pertanggung jawaban atas kepemimpinan kalian”. (HR. 

Bukhori). Makna dari tanggung jawab merupakan 

substansi utama dari kepemimpinan supaya oleh para 

calon pemimpin dapat dipahami agar amanah yang 

diberikan kepadanya tidak disalah gunakan atau disia-

siakan. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan salah satunya pada 

Surah Al-Mudatstsir ayat 38, Allah SWT berfirman: 

            

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang 

telah diperbuatnya”. (Q.S. Al-Mudatstsir:38). 

 



 

   
54 

c. Prinsip Musyawarah 

Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan mengenai 

bahwa seseorang yang menyatakan sebagai pemimpin 

wajib melakukan musyawarah dengan orang-orang yang 

berpengetahuan atau orang-orang yang memiliki 

pandangan baik.
89

 Dalam Al-Qur’an sendiri mengenai 

musyawarah salah satunya dijelaskan didalam Surat As-

Syura’ ayat 38, Allah SWT berfirman: 

                         

         

“Dan bagi orang-orang yang menerima 

mematuhi seruan Tuhannya untuk mendirikan sholat, 

sedang urusan mereka diputuskan oleh dengan 

musyawarat antara mereka, dan mereka menafkahkan 

sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”. 

(Q.S. As-Syura’: 38). 

d. Prinsip Adil 

Selanjutnya di dalam Islam mengenal Prinsip 

Adil, keadilan merupakan menjadi suatu keniscayaan 

dalam organisasi maupun di dalam masyarakat dan sudah 

sepatutnya jika pemimpin mampu memperlakukan semua 

orang secara adil tidak memihak atau tidak berat dilain 

pihak. Didalam Al-Qur’an dijelaskan disurah Al-Hadid 

ayat 25 Allah SWT berfirman: 

                         

                         

                                                             
89Zaini Tamin AR, “PESANTREN DAN POLITIK (Sinergi Pendidikan 

Pesantren dan Kepemimpinan dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy’ari)”, 333-345. 
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“Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul kami 

dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan 

bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar 

manusia dapat berlaku adil. Dan kami ciptakan besi yang 

mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi 

manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang 

menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun 

(Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, 

Mahaperkasa”. (Q.S. Al-Hadid: 25). 

 

B. Dasar Hukum Peran Kepala Desa 

1. Definisi Kepala Desa 

Pemimpin masyarakat desa dikenal sebagai kepala 

desa. Jabatan kepala pemerintahan dalam organisasi 

pemerintahan desa dipegang oleh kepala desa.
90

 Kepala desa 

memegang posisi strategis dan memiliki tanggung jawab yang 

luas. Berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi, 

tanggung jawab pekerjaan dipisahkan dan didistribusikan 

kepada instansi pemerintah di desa, dimana tanggung jawab 

tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh kepala desa 

atau melalui orang lain. Adapun pengertian kepala desa yang 

lainnya ialah, kepala desa adalah pemegang kekuasaan 

tertinggi di desa serta pemimpin formal dan informal yang 

selalu hadir ditengah-tengah masyarakat yang dipimpinnya. 

Kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan 

laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada 

masyarakat, memberikan laporan keterangan 

pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, 

dan memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

                                                             
90Amin Suprihatini, Pemerintahan Desa dan Kelurahan, (Klaten: Cempaka 

Putih, 2018), 20. 
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kepada bupati/walikota.
91

 Sementara itu, menurut Bayu 

Suriningrat kepala desa adalah satu-satunya figur kepala di 

pemerintahan desa dan merupakan pejabat lokal yang 

bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga 

desa, disamping mengelola urusan-urusan pemerintahan.
92

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri  No. 84 Tahun 

2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa (SOTK), “Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat 

pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan 

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya 

dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah 

daerah”.
93

 Dalam pandangan UU Desa, desa bukan sekadar 

pemerintahan desa, bukan sekadar pemerintah desa, dan 

bukan sekadar kepala desa. Namun kepala desa menempati 

posisi paling penting dalam kehidupan dan penyelenggaraan 

desa, ia memperoleh mandat politik dari rakyat desa melalui 

sebuah pemilihan langsung, karena itu semangat UU No. 6 

Tahun 2014 adalah menempatkan kepala desa bukan sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah, melainkan sebagai pemimpin 

masyarakat. Jadi, semua orang berharap kepada kepala desa 

bukan sebagai mandor maupun komprador seperti dimasa 

lalu, sebagai pemimpin lokal yang mengakar pada rakyat. 

Artinya, kepala desa harus mengakar dekat dengan 

masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi, dan melayani 

warga. 

Legitimasi (persetujuan, keabsahan, kepercayaan, dan 

hak berkuasa) merupakan dimensi paling dasar dalam 

kepemimpinan kepala desa, sebaliknya seorang kepala desa 

yang tidak legitimate entah cacat moral, cacat hukum, atau 

cacat politik maka dia akan sulit mengambil inisiatif dan 

                                                             
91Widjaja, HAW, Otonomi Desa, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2003), 27. 
92Suwanti, “Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa 

Ngayau Kecamatan Muara Bengke Kabupaten Kutai Timur”, eJournal Ilmu 

Administrasi Negara, 4, no. 1 (2016): 2237, https://ejournal.ap.fisip-

unmul.ac.id/site/?p=1874. 
93Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK). 
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keputusan fundamental. Legimitasi awal itu menjadi fondasi 

bagi karakter dan inisiatif kepemimpinan kepala desa. Ada 

tiga tipe kepemimpinan kepala desa. Pertama, kepemimpinan 

regresif yakni karakter kepemimpinan yang mundur 

kebelakang, bahkan bermasalah. Sebagian besar desa 

parokhial dan sebagian desa korporatis menghasilkan karakter 

kepemimpinan kepala desa yang regresif. Mereka berwatak 

otokratis, dominatif, tidak suka BPD, tidak suka partisipasi, 

anti perubahan dan biasa melakukan capture terhadap 

sumberdaya ekonomi. Jika desa dikuasai kepala desa seperti 

ini maka desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera sulit 

tumbuh. Kedua, kepemimpinan konservatif-involutif yang 

ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa 

adanya (taken for granted), menikmati kekuasaan dan 

kekayaan, serta tidak melakukan upaya inovasi (perubahan) 

yang mengarah pada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. 

Mereka tidak peduli terhadap pelayanan publik yang 

menyentuh langsung kehidupan dan penghidupan warga, 

menampilkan karakter konservatif-involutif dan hanya 

sekadar menjalankan rutinitas sehari-hari serta menjalankan 

instruksi dari atas. Ketiga, kepemimpinan baru yang inovatif-

progresif yang pro perubahan. Mereka tidak antidemokrasi, 

sebaliknya memberikan ruang politik (political space) bagi 

tumbuhnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Mereka 

mempunyai kesadaran baru bahwa komitmen kades terhadap 

nilai-nilai baru itu menjadi sumber legitimasi bagi kekuasaan 

yang dipegangnya, dan mereka memperbaiki pelayanan 

publik, mengelola kebijakan dan pembangunan secara 

demokratis, serta menggerakkan elemen-elemen masyarakat 

untuk membangkitkan emansipasi lokal dan membangun desa 

dengan aset-aset lokal.
94
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a. Landasan Hukum Pengangkatan Kepala Desa 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

peraturan Hukum Pidana; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Paraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 4);
95

 

b. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa 

Kepala Desa mempunyai fungsi dan juga 

kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa 

                                                             
95Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
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dan merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan 

pemerintahan yang ada di desa sekaligus penyelenggara 

dan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan 

dan pembangunan di wilayahnya.
96

 Kepala Desa dalam 

pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang 

diatur dalam pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) yaitu:
97

 

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, 

dan pemberdayaan masyarakat desa. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala desa berwenang: 

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; 

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; 

c. Memegang kekuasaan pengelola keuangan dan 

aset desa; 

d. Menetapkan peraturan desa; 

e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 

desa; 

f. Membina kehidupan masyarakat desa; 

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat 

desa; 

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa 

serta mengintregasikannya agar mencapai 

perekonomian skala produktif untuk sebesar-

besarnya kemakmuran masyarakat desa; 

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa; 

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai 

kekayaan negara guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa; 

                                                             
96Bahrum, Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa 

Tanah Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, (Tesis, 
Universitas Hasanuddin, 2020), 48. 

97Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 26 ayat (1) dan (2). 
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k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya 

masyarakat desa; 

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna; 

m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara 

partisipatif; 

n. Mewakili desa di dalam maupun di luar 

pengadilan atau menunjukkan kuasa hukum untuk 

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

o. Melakanakan wewenang lain yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala desa berhak: 

a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja 

pemerintahan desa; 

b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan 

desa; 

c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, 

tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta 

mendapat jaminan kesehatan; 

d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan 

yang dilaksanakan; dan 

e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan 

kewajiban lainnya kepada perangkat desa. 

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), kepala desa berkewajiban: 

a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, 

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, serta 

mempertahankan dan memelihara keutuhan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Bhinneka Tunggal Ika; 
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b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban 

masyarakat desa; 

d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-

undangan; 

e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan 

berkeadilan gender; 

f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa 

yang akuntabel, transparan, profesional, efektif 

dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, 

korupsi, dan nepotisme; 

g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan 

seluruh pemangku kepentingan di desa; 

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan 

desa yang baik; 

i. Mengelola keuangan dan aset desa; 

j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan desa; 

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; 

l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa; 

m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya 

masyarakat desa; 

n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga 

kemasyarakatan di desa; 

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan 

melestarikan lingkungan hidup; dan 

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa. 

Dan diperjelas didalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 

Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 
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Desa pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) tugas dan fungsi kepala 

desa adalah:
98

 

(1) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah 

desa yang memimpin penyelenggara pemerintah desa. 

(2) Kepala desa bertugas menyelenggarakan 

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) kepala desa memilik fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata 

praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, 

pembinaan permasalahan pertanahan, pembinaan 

ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya 

perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, 

dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan 

sarana prasarana desa, dan pembangunan dibidang 

pendidikan, kesehatan. 

c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan 

kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial 

budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. 

d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi 

dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda olahraga, dan karang taruna. 

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga 

masyarakat dan lembaga lainnya. 
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2. Konsep Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa 

Peran dalam definisi Robbins adalah kumpulan pola 

perilaku yang diasosiasikan dengan seseorang yang 

memegang posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial.
99

 

Menurut teori peran Biddle dan Thomas membandingkan 

peristiwa peran ini dengan seorang aktor yang melakukan 

“drama” di atas panggung yang mengikuti naskah, instruksi, 

sutradara, peran aktor lain, pendapat dan reaksi penonton, dan 

dipengaruhi oleh bakat aktor tersebut. Aktor peran dalam 

kehidupan sosial juga mengalami hal yang sama. memainkan 

peran dalam interaksi sosial di dunia nyata memerlukan status 

sosial tertentu dalam kehidupan masyarakat.
100

 Peran menurut 

Soekanto adalah komponen yang dinamis dari suatu posisi 

(status). Apabila dalam melakukan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukan, berarti seseorang itu sudah 

menjalankan suatu peran. Peran merupakan suatu pekerjaan 

yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. 

Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran 

berdasarkan status yang disandang tetapi tetap dalam koridor 

keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari 

setiap orang berbeda.
101

 Kepala Desa sebagai kepala 

pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya 

pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran 

yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara 

langsung oleh masyarakat desa.
102

 Maka dari itu, untuk 

memaksimalkan peran kepala desa dan mencapai tujuan 

pembangunan, diperlukan sinergitas dari seluruh komponen 

                                                             
99Yeni Agustina, “Peran Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Kantor 
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masyarakat, pemerintah desa, dan Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD). Sinergitas adalah proses mengintregasikan 

berbagai tindakan untuk menghasilkan satu hasil yang ideal. 

Sinergitas sering juga disebut sebagai “Sinergisme”. 

Sinergitas merupakan kunci keberhasilan dalam perencanaan 

pembangunan. Adapun Village Welfare Society (VWS) yaitu 

sebuah rencana untuk menggunakan desa sebagai tempat 

untuk menawarkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan 

informal yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa. Semua proyek yang bermanfaat terfokus pada 

peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan 

potensi kesejahteraan desa dibidang pertanian, peternakan, 

dan sektor-sektor lainnya yang dapat menjadi sumber 

pendapatan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan 

meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mencapai sinergi, 

Village Welfare Society (VWS) membutuhkan empat faktor 

sebagaimana berikut: Pertama, kualitas partisipasi 

transparansi dan akuntabilitas; Kedua, pendanaan yang jelas; 

Ketiga, otonomi birokrasi untuk pelayanan; dan Keempat, 

administrasi yang terarah (kesejahteraan).
103

 Oleh karena itu, 

kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dalam usaha-

usaha mengantisipasi perubahan-perubahan harus mempunyai 

kemampuan untuk berfikir dan berbuat secara rasional dalam 

mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah 

masyarakat. Dalam proses pembangunan khususnya di desa 

tentu saja tidak terlepas dari beberapa tahapan-tahapan yang 

di dalamnya memuat berbagai kebijakan yang sudah 

ditentukan, diputuskan dan disepakati demi kelancaran dan 

terwujudnya cita-cita bersama dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu pengawasan 

sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Desa pasal 

79 sampai pasal 85 dan dijelaskan juga di dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 yang 
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membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan dalam pembangunan desa. 

a. Peran Kepala Desa Sebagai Perencana Pembangunan 

Desa 

Perencana adalah suatu cara bagaimana mencapai 

tujuan sebaik-baiknya (Maximum Output) dengan sumber-

sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif dan 

penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan 

dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa. 

Perencanaan merupakan langkah awal dalam 

melaksanakan suatu tujuan yang menyangkut 

pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana 

memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal 

mungkin guna mencapai tujuan-tujuan dimasa depan.
104

 

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan 

kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa 

dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan 

unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan 

dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka 

mencapai tujuan Pembangunan Desa.
105

 Jadi dapat penulis 

simpulkan bahwa perencanaan merupakan proses awal 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan 

mengambil keputusan-keputusan secara efektif dan efisien 

berdasarkan sumber daya yang tersedia yang dilakukan 

oleh pemerintah desa dan unsur-unsur pendukung lainnya.   

b. Peran Kepala Desa Sebagai Pelaksana Pembangunan Desa 

Pelaksanaan atau implementasi adalah tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun 

swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan 
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yang telah ditetapkan.
106

 Menurut Nurdin Usman 

implementasi atau pelaksanaan adalah bermuara pada 

aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas 

melainkan suatu kegiatan yang terencana dan untuk 

mencapai suatu tujuan kegiatan.
107

 Dari pengertian yang 

dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelaksana atau pelaksanaan adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh pihak yang berkepentingan untuk 

mewujudkan tujuan/cita-cita sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan. 

c. Peran Kepala Desa Sebagai Pengawas Pembangunan Desa 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi 

manajemen yang mengandalkan penilaian dan sekaligus 

bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang sedang 

dilakukan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan 

maksud tercapainya tujuan yang sudah digariskan 

semula.
108

 Pengawasan merupakan fungsi akhir yang 

harus dilaksanakan dalam manajemen, dengan 

pengawasan dapat diketahui tentang hasil yang telah 

dicapai. Menurut Manullang pengawasan adalah suatu 

proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus 

dilakukan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan 

maksud supaya pelaksanaan sesuai dengan rencana.
109
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Jadi pengawasan merupakan bentuk kontrol untuk 

mengoreksi yang disandarkan pada penilaian terhadap 

sesuatu yang sudah direncanakan. 

3. Konsep Teori Kebijakan Publik 

Ada banyak konsep berbeda yang berkembang dari 

istilah “kebijakan”, yang berkembang diberbagai tempat dan 

waktu. Ketika membahas kebijakan dalam Islam, Laswell dan 

Kaplan memberikan pendapatnya: “policy as projected of 

good, values and practices” (Kebijakan merupakan sebuah 

program yang terorganisir untuk mencapai tujuan, nilai, dan 

prinsip-prinsip). Oleh karena itu, kebijaksanaan digambarkan 

sebagai kumpulan tindakan yang disengaja yang diambil oleh 

individu, kelompok, pemerintah, dan sektor bisnis serta 

ketidakmampuan untuk bertindak dengan sengaja yang 

semuanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat ini 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
110

 Frasa 

kebijakan atau “policy” mengacu pada tindakan yang diambil 

oleh satu atau beberapa pemain (seperti pejabat, organisasi, 

atau lembaga pemerintah) dalam bidang tertentu untuk 

mengatasi masalah yang dihadapi. Keterlibatan aktor-aktor 

dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi ciri khusus 

dari kebijakan publik, hal ini disebabkan oleh kondisi dimana 

kebijakan diformulasikan oleh penguasa dalam suatu sistem 

politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota 

eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, raja 

dan semacamnya.
111

 Kebijakan publik merupakan upaya 

pemerintah dengan keputusan-keputusan dan tindakan-

tindakannya yang didesain untuk menangani masalah-masalah 

pelayanan publik dengan semua keprihatinannya. Bukan 

hanya proses pengambilan keputusan, tapi juga analisanya. 

Dari perspektif nilai, kebijakan publik merupakan tindakan 
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atau kebijakan yang mengatasnamakan pemerintah untuk 

mengalokasikan sumber daya-sumber daya dalam upaya 

untuk mencapai nilai bersama yang diutamakan.
112

 Definisi 

kebijakan publik yang mashur dari Dye adalah whatever 

governments choose to do or not to do. Maknanya Dye 

menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang 

eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Jika melihat 

banyak jalan rusak berlubang, jembatan rusak atau sekolahan 

rubuh kemudian anda mengira bahwa pemerintah tidak 

berbuat apa-apa, maka “diamnya” pemerintah menurut Dye 

adalah suatu kebijakan.
113

 Menurut Noeng Muhadjir kebijakan 

merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi 

kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan 

masyarakat dan di dalam kebijakan setidaknya harus 

memenuhi empat hal penting yakni: Pertama, tingkat hidup 

masyarakat meningkat; Kedua, terjadi keadilan: by the law, 

social justice dan peluang prestasi dan kreasi individual; 

Ketiga, diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam 

membahas masalah, perencanaan, keputusan, dan 

implementasi); dan Keempat, terjadinya pengembangan 

berkelanjutan.
114

 

Dalam analisa kebijakan publik, etika seharusnya 

diperhitungkan sebagai dimensi dari setiap langkahnya. Hanya 

dengan menjadi bagian integral dari kebijakan publik yang 

tercermin dalam lima langkah prosesnya, etika mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembalikan 

kepercayaan masyarakat. Kelima langkah analisa kebijakan 

publik tersebut, menurut Munger meliputi: Pertama, rumusan 

masalah; Kedua, seleksi kriteria; Ketiga, perbandingan 
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alternatif dan seleksi kebijakan; Keempat, pertimbangan 

terhadap aspek politik dan organisasi; Kelima, implementasi 

dan evaluasi program. Etika publik bertujuan menjamin 

integritas pejabat dalam pelayanan publik, maka berurusan 

dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-

struktur sosial, politik dan ekonomi.
115

 Selain itu James E. 

Anderson mendefinisikan kebijakan publik adalah perilaku 

dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok instansi pemerintah) 

atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan 

tertentu.
116

 Kebijakan adalah Implementasi kebijakan 

merupakan tahapan dalam proses kebijakan, dimana 

implementasi dilakukan atau dilaksanakan ketika sebuah 

kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Selanjutnya 

James E. Anderson menetapkan proses kebijakan publik, 

menurut James E. Anderson meliputi; Pertama, formulasi 

masalah (problem formulation); Kedua, formulasi kebijakan 

(formulation); Ketiga, penentuan kebijakan (adoption); 

Keempat, implementasi (implementation); Kelima, evaluasi 

(evaluation).
117

 Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh 

menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima 

tahapan sebagai berikut: Pertama, penyusuan agenda (agenda 

setting), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat 

perhatian dari pemerintah; Kedua, formulasi kebijakan (policy 

formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh 

pemerintah; Ketiga, pembuatan kebijakan (decision making), 

yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan 

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan; Keempat, 

implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu proses 

untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil; 
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Kelima, evaluasi kebijakan (policy evaluation), yaitu proses 

untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.
118

 

Dalam sebuah kebijakan, implementasi adalah suatu 

rangkaian aktifitas yang bertujuan untuk mewujudkan apa 

yang sudah ditetapkan dalam sebuah kebijakan. Menurut 

Merillie S. Grindle, hasil implementasi kebijakan publik 

ditentukan oleh konten (isi) dan konteks kebijakan 

(lingkungan). Dalam konten kebijakan menurut Grindle ada 

enam macam yang meliputi: Pertama, kepentingan-

kepentingan yang mempengaruhi. Proses implementasi 

kebijakan akan terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan 

baik kepentingan individu maupun kepentingan kelompok. 

Sehingga di dalam isi kebijakan harus mencakup seluruh 

kepentingan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan 

adanya kebijakan tersebut; Kedua, manfaat kebijakan yang 

akan diimplementasikan harus mempunyai manfaat yang 

berdampak kepada kelompok sasaran; Ketiga, derajat yang 

ingin dicapai, kebijakan yang ingin diimplementasikan 

berguna untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam 

sebuah kebijakan harus memiliki target seberapa besar 

perubahan yang akan dikehendaki dengan adanya kebijakan 

tersebut; Keempat, letak pengambilan keputusan. Dalam 

implementasi kebijakan letak pengambilan keputusan dalam 

sebuah kebijakan harus jelas. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghindari adanya tumpang tindih didalam pengambilan 

keputusan; Kelima, pelaksana program. Dalam implementasi 

kebijakan harus didukung oleh adanya pelaksanaan program 

yang memiliki kemampuan  untuk menjalankan dan 

melaksanakan sebuah kebijakan; Konten kebijakan yang, 

Keenam, adalah sumber daya yang akan digunakan.  Sumber 

daya tersebut akan mendukung pelaksanaan kebijakan 

didalam menjalankan kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan 
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yang telah ditentukan tercapai.
119

 Model implementasi 

kebijakan publik menurut Goerge C. Edward III, menunjuk 

empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian 

keberhasilan implementasi, empat variabel tersebut adalah: 

Pertama. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan 

akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi 

efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para 

kelompok sasaran (target group). Kedua. Sumber daya, yaitu 

menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya 

yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber 

daya finansial. Ketiga. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik 

yang menempel erat kepada implementator kebijakan atau 

program. Keempat. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa 

struktur birokrasi mrenjadi penting dalam implementasi 

kebijakan.
120

 

4. Teori Pembangunan 

Pembangunan adalah kebijakan publik yang dibuat 

dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak atau “aktor” baik 

ditingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kehadirannya 

merupakan konsekuensi dari sebuah proses politik dan 

memiliki kepentingan yang terarah serta strategi yang spesifik 

dalam jangka waktu tertentu. Artinya ia tidak muncul begitu 

saja melainkan berkembang melalui prosedur politik dan 

perencanaan yang melibatkan banyak pihak dan dibangun atas 

dua kutub yang satu berfungsi sebagai pelindung dan yang 

lainnya sebagai klan.
121

 Sebuah program pembangunan yang 

dirancang matang tidaklah diciptakan dari nol, ia memang 

digerakkan oleh kehendak untuk memperbaiki (the will to 

                                                             
119Puguh Budiono, “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa 

(Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa 

Kadung primpen Kecamatan Kanor)”, Jurnal Politik Muda, 4, no. 1 (2015): 120-121, 

https://journal.unair.ac.id/jpm@implementasi-kebijakan-badan-usaha-milik-desa-
(bumdes)-di-bojonegoro-(studi-di-desa-ngringinrejo-kecamatan-kalitidu-dan-desa-

kadung-primpen-kecamatan-kanor)-article-8689-media-80-category-8.html. 
120Dwiyanto Indiahono, Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysi, 

Ibid, 31-33. 
121Warjio, Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi, 

(Jakarta: KENCANA, 2016), 70. 
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improve), tetapi bukan merupakan produk dari satu niat atau 

keinginan tunggal.
122

 Esensi pembangunan dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia termaktub dalam batang 

tubuh UUD 1945 yang memiliki pointes-pointes yang 

berbunyi, Melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikut menjaga ketertiban dunia. Lebih jauh lagi batang tubuh 

UUD 1945 mengandung beberapa pasal dan banyak ayat yang 

memberikan koridor tentang bagaimana pembangunan di 

Indonesia seharusnya dijalankan.
123

 Wacana tata kelola 

pemerintahan menjadi semakin lazim dalam konteks 

pembangunan di Indonesia, khususnya ditingkat desa sebagai 

hasil dari dinamika yang menuntut adanya reformasi di 

pemerintahan dan masyarakat. Pemerintah bahkan ditingkat 

paling lokal (desa) seharusnya lebih demokratis, efektif dalam 

penggunaan sumber daya publik, mampu menjalankan tugas 

pelayanan publik, dan lebih reseptif dan responsif dalam 

merumuskan berbagai kebijakan yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.
124

 Pembangunan pada dasarnya adalah 

perubahan progresif yang berkelanjutan (Sustained 

progressive change) kepentingan masyarakat dan komunitas 

melalui perluasan, intensifikasi, dan modifikasi penggunaan 

sumber daya. Menurut Haris secara konseptual bidang 

pembangunan berkelanjutan dibagi menjadi tiga hal: 

keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan 

keberlanjutan sosial.
125

 Adapun definisi Pembangunan 

Berkelanjutan yang digunakan oleh Komisi Brundtland PBB 

dan merupakan yang paling sering dikutip adalah: 

                                                             
122Tania Murray Li, “The Will to Improve (Perencanaan, Kekuasaan, Dan 

Pembangunan Di Indonesia)”, Terj. Hery Santoso dan Pujo Semedi, (Tanggerang: 

MARJIN KIRI, 2012), 11. 
123Wijayanto Samirin, “Bridging The Gap (Mengurangi Ketimpangan, 

Meluruskan Esensi Pembangunan)”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 

114. 
124Teguh Widodo, Pembangunan Endogen, (Yogjakarta: Deepublish, 2015), 

104. 
125M. Chazienul Ulum, Rispa Ngindana, Enviromental Governance: Isu, 

Kebijakan, Dan Tata Kelola Lingkungan Hidup, (Malang: UB Press, 2017), 3. 
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“Sustainable development is development that meets the needs 

of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs (Pembangunan 

berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi 

kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan 

generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri)”.
126

 

Dalam pengertian lain, Pembangunan adalah proses 

yang kontinu, di mana harus dipisahkan dari konsep 

pertumbuhan dimana pembangunan merupakan konsep yang 

lebih luas yang secara simultan melibatkan aspek sosial, 

lingkungan dan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup.
127

 

Adapun pengertian pembangunan Menurut Alexander , 

pembangunan (development) adalah proses perubahan yang 

mencakup seluruh sistem nasional, seperti politik, ekonomi, 

infrastuktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 

kelembagaan, dan budaya. Sedangkan menurut Porte 

pembangunan adalah sebagai transformasi sosial, ekonomi, 

budaya. Pembangunan merupakan proses perubahan yang 

direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan 

masyarakat. Adapun Ginanjar Kartasasmita memberikan 

pengertian yang lebih sederhana, pembangunan adalah proses 

perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang 

dilakukan secara terencana.
128

 Adapun tujuan dari 

pembangunan adalah sebagai berikut: a. Memujudkan 

masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek; b. Tujuan 

pembangunan tidak mengenal batas waktu, artinya sepanjang 

bangsa dan negara ini masih ada dimuka bumi, sejalan dengan 

perkembangannya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.
129

 

Bryant and White dalam Managing Development In The Third 

                                                             
126Ibid, 2. 
127Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, Pembangunan 

Perdesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, (Bogor: IPB 

Press, 2010), 107. 
128Sahya Anggara, Sumantri, Administrasi Pembangunan; Teori Dan Praktik, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2016), 18-19. 
129Ibid, 23. 
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Word, menyebutkan ada lima implikasi utama dalam 

pembangunan yaitu: Pertama, Pembangunan berarti 

membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu 

maupun kelompok (capicity). Kedua, pembangunan berarti 

mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan sistem 

nilai dan kesejahteraan (equaty). Ketiga, pembangunan berarti 

menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun 

dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. 

Kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesepakatan yang 

sama, kebebasan memilih, dan kekuasaan untuk memutuskan 

(empowerment). Keempat, pembangunan berarti 

membangkitkan kemampuan untuk membangun secara 

mandiri (sustainability). Kelima, pembangunan berarti 

mengurangi ketergantungan negera yang satu terhadap 

negera-negera yag lainnya dengan menciptakan hubungan 

yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis) dan saling 

menghormati.
130

 

Oleh sebab itu, setiap strategi pengelolaan 

pembangunan harus dipikirkan dengan matang sejak awal. 

Teliti dan cermat dalam arti mampu mempertimbangkan dan 

meramalkan semua faktor yang terkait dengan kelancaran 

proses pembangunan secara keseluruhan. Terutama faktor-

faktor yang harus diantisipasi sedini mungkin yang dapat 

memengaruhi atau menimbulkan rintangan bagi tercapainya 

tujuan pembangunan itu sendiri atau mengakibatkan 

penyimpangan yang tidak terkendali dari rencana yang telah 

ditetapkan. Weidner mengatakan bahwa, apabila dalam 

pembangunan itu terjadi pertumbuhan yang terarah, 

perubahan sistem yang direncanakan sebaik-baiknya. Setiap 

pembangunan harus mempunyai tujuan yang harus ditetapkan 

terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan upaya untuk menggeser 

pertumbuhan dan perkembangan ke arah tujuan tersebut. 

Kemampuan untuk mengubah, tumbuh, dan berkembang ke 

arah pencapaian apa yang diinginkan oleh pembangunan 

                                                             
130Imam Hardjanto, Teori Pembangunan, (Malang: Universitas Brawijaya 

Press (UB Press), 2011), 23-24. 
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diperlukan untuk mencapai tujuan ini.
131

 Secara konseptual, 

pembangunan desa mengacu  pada sebuah proses dimana 

upaya masyarakat dipadukan dengan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kondisi sosial, dan budaya masyarakat.
132

 

Pembangunan pedesaan dilakukan dengan pendekatan secara 

multisektoral (holistik), partisipatif, berlandaskan pada 

semangat kemandirian, berwawasan lingkungan dan 

berkelanjutan serta melaksanakan pemanfaatan sumber daya 

pembangunan secara serasi selaras dan sinergis sehingga 

tercapai optimalisasi.
133

 Suparno menegaskan bahwa 

pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang 

sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban 

pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, 

sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan 

masyarakat itu sendiri.
134

 Pada hakikatnya pembangunan desa 

dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah 

terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan 

pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan 

kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup 

dan kesejahteraannya. Dalam perspektif otonomi daerah 

ditegaskan oleh Hikmat bahwa, seluruh warga masyarakat 

harus selalu bekerja sama, bahu-membahu, saling membantu, 

dan mempunyai komitmen moral serta sosial yang tinggi 

dalam memasyarakatkan gerakan memberdayakan masyarakat 

tersebut pada semua aspek dan tingkatan.
135

Ndraha 

mengemukakan pentingnya melakukan pemberdayaan 

masyarakat, ada empat hal sehingga pemberdayaan 

masyarakat sangat diperlukan yaitu: Pertama, lemahnya 

                                                             
131Asep Warlan Yusuf, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota 

Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan”, Jurnal Administrasi Publik, 11, no. 2, (2014): 

57, https://journal.unpar.ac.id/index.php/jap/article/view/1496. 
132Imam Hardjanto, Teori Pembangunan, 341. 
133Ibid, 350. 
134Arsal Aras, Tesis Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa Di 

Kabupaten Mamuju Tengah, 79. 
135Alexander Phuk Tjilen, Konsep, Teori Dan Teknik Analisis Implementasi, 

Kebijakan Publik; Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan 

Kampung, (Bandung: Nusa Media, 2019), 61. 
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kemampuan dan akses masyarakat untuk menyampaikan 

tuntutan, keinginan, dan aspirasinya kepada pemerintah. 

Kedua, lemahnya kemampuan masyarakat untuk 

mempengaruhi proses pemenuhan keinginan, tuntutan dan 

aspirasinya. Ketiga, lemahnya kemampuan masyarakat untuk 

mempergunakan produk-produk pemerintah. Keempat, 

lemahnya kemampuan masyarakat untuk bersinergi dan 

berintegrasi dalam kehidupan bangsa.
136

 

Landasan yuridis tentang paradigma pembangunan 

desa dan konsep baru kebijakan tata kelola desa didalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

dijelaskan dalam pasal 78 sebagaimana berikut:
137

 

a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta 

penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan 

dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pembangunan potensial ekonomi lokal, serta pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. 

b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian 

pengarus utamaan dan keadilan sosial. 

Pelibatan masyarakat dalam urusan-urusan publik 

yang merupakan pencerminan dari hak demokrasi inilah yang 

lazim dikenal dengan istilah peran serta atau biasa dipadankan 

dengan istilah partisipasi masyarakat (public participation, 

inspraak). Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan 

bagian dari prinsip demokrasi. Salah satu prasyarat utama 

dalam mewujudkan partisipasi itu adalah adanya keterbukaan 

dan transparansi. Asas keterbukaan (openness) mengandung 

                                                             
136Ibid, 64. 
137Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 78. 
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sekurang-kurangnya 5 (lima) unsur utama yang 

memungkinkan peran serta masyarakat itu dapat terjadi, 

yakni: Pertama, hak untuk mengetahui. Kedua, hak untuk 

memikirkan. Ketiga, hak untuk menyatakan pendapat. 

Keempat, hak untuk memengaruhi pengambilan keputusan. 

Kelima, hak untuk mengawasi pelaksanaan keputusan.
138

 Di 

dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 

menjelaskan juga tentang hak-hak masyarakat desa. Dalam 

hal ini dijelaskan dalam pasal 68 ayat (1) yaitu:
139

 

(1) Masyarakat Desa berhak: 

a. Meminta dan mendapatkan informasi  dari pemerintah 

desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa; 

b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 

c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan 

atau tertulis secara bertanggung jawab tentang 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakatan desa; 

d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: 

1. Kepala Desa; 

2. Perangkat Desa; 

3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 

4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 

e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari 

gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. 

                                                             
138Asep Warlan Yusuf, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kota 

Yang Berkelanjutan Dan Berkeadilan, 62. 
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Selain memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya, 

masyarakat desa juga memiliki kewajiban-kewajiban. 

Kewajiban masyarakat desa menurut Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 68 ayat (2) masyarakat 

berkewajiban: 

(2) Masyarakat Desa berkewajiban: 

a. Membangun diri dan melestarikan lingkungan desa; 

b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan 

masyarakat desa yang baik; 

c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, 

dan tentram di Desa; 

d. Memelihara dan mengembangkan nilai 

permusyawaratan, pemufakatan, kekeluargaan, dan 

kegotong royongan di Desa; dan 

e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.
140
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